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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025 - 2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksaaaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran
secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentong Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat,
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 195O Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jograkarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundaag-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 680 I );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggalti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 1 5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Daiam Nege ri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 157);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eva-luasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencala
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



9. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19
tentang Klasifikasi, Kode{ikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembalgunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ngaljuk Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2O2l tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 202l-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2024 lentartg Rencana Pembangunan Jangka Panj ang
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tatrun 2024 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
34);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
42);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 _
2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dal pemerataan pendapatal masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayalan publik dal daya saing Daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panj ang Nasional.

a

BAB I
KETENTUAN UMUM



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan
Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Nasional.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Renca,na Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (1ima)
tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaial pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

11.Isu Strategis adalah kondisi atau ha1 yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampatnya dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak
langsung secara signifikan di masa datang.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5
(lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan
Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Staldar, Prosedur
dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa
tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya
pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

16. Hasil (otttcome) adalah kondisl yang diharapkan dari
berfungsinya suatu output f keluaran.

17. Keluaran (outputl adalah suatu produk akhir berupa
barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan
sumber daya.

18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif
berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimaiisasi sumber daya, tahapan,
fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk
mencapai tujuan/ sasaran Renstra Perangkat Daerah.

19. Arah Kebijakan adalah rangkaian ke{a yang merupakan
operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah
kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam
rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah.

-4-
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20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaral (outputl dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

22.I{tnerla adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan
dampak).

23. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasii pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

24. Indikator Kinerja ada-lah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang
telah direncanakan.

25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang
terseleksi.

26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daeratr.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD
yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGiATAN, DAN

KINBRJA PEI\YEI,ENGGARAAN BIDANG URUSAN;
dan

BABV PENUTUP.
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(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataal Ruang;
Dinas Perumahan Raky'at, Kawasal Permukiman dan
Pertanahan;
Satuan Polisi Pamong Praj a I

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyeiamatan;
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
Dinas Tenaga Kerja;
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Pengendalian Penduduk dal Keluarga
Berencana;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Dinas Pertanian;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Sekretariat Daerah;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Badan Perencanaan Pembangun€m Daerah;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
Inspektorat Daerah;
Kecamatan Bagor;
Kecamatan Baron;
Kecamatan Berbek;
Kecamatan Gondang;
Kecamatan Jatikalen;
Kecamatan Kertosono;
Kecamatan Lengkong;
Kecamatan Loceret;
Kecamatan Nganjuk;
Kecamatan Ngetos;
Kecamatan Ngluyu;
Kecamatan Ngronggot;
Kecamatan Pace;
Kecamatan Patianrowo;
Kecamatan Prambon;
Kecamatan Rejoso;

a,
b.
C.

d.

f.

h.

i.
j.
k.

m
n.

o.
p.
q.
r,

S

t.
u.

x.

v.
Z.

aa.
bb.

cc.
dd.
ee.
ff.

hh.
ii.
ii.
kk.
11.

mm.
nn.
oo.
pp.
qq.
rr.
ss.
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tt. Kecamatan Sawahan;
uu. KecamatanSukomoro;
w. KecamatanTanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penJrusunan rencana pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan penJrusunan rencana pembangunan Daerah;
dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, mencakup te4'adinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Tahapan penlusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah
memedomani ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PBNUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

trd.

Drs. NUR SOLEKAN M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

dengan aslinya
HUKUM,

bina Tin tI
NrP. 1968050 199202 1 00t

ttd

fl\7
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T-A.MPIRAN XI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BEI,AKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2025-2029 penentuan hrjuat dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan

visi dan Misi Bupati, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan

penentuan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah

memperhatikan : (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN; (b)

evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran darr hasil (outcome) Renstra

Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja

Perangkat Daerah sampai dengan; (c) evaluasi kontribusi keluaran (ou@ut) dari

seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian

h.asil (outcome/; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi

yang berlaku; dan (d saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku

kepentingan (stakelnlder) pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2025-2029 meliputi: (1) persiapan pen5rusunan; (2) penyusunan rancangan; (3)

pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5)

penetapan Renstra Perangkat Daerah, dengal menggunakan pendekatan

teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top4otun) dan bawah-atas

(botlom-up) melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan

masukan dari pemangku kepentingan (stakelnlder) atas kinerja Perangkat

Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir

berikut:
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Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen

perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan

kabupaten). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra

Kementerian/ Irmb,ga (K/L), Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Renja

Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan

arah kebijakan Renstra KlLdan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Kemudian

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah, serta menjadi acual dalam pengendalian dan evaluasi

perencanaan Perangkat Daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tal-un 195O Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 9);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 1O4, Tarn bahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa2ll;

2
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4. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44561;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tal-un 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daeral- (Lernbaran Negara Repr.rblik Indonesia Tahun 2O14 Nornor

244, Tarnba}ran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587),

sslagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O15 Nomor 58, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor

5679l.:'

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2o23 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Crpta

Kerja Menjadi Undang-Undang (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

68411;

8. Peratr.rran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Orgamsasr

Peralgkat Daerah, (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O16 Nornor 114, Tambahan Lernbaran Negara 121 Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O25 Nornor 19);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 terrtang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunal Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dal Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2O2l terrtangTata Cara

Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan

Jaminan Hari Tua; 
.t

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2O09 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1997 Ten.tang Ketransmigrasian ([rmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O50);



12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O21 tentang

Hasil Veri{ikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifrkasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah Validasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1.15.5-1317 Tahun

2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-

5889 Tahun 2O2l Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan & Keuangan Daerah, yang diubah pada Perubahan Kedua

Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O2L Tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefrkasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, dan diubah pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1-

2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O2l Tentatg Hasil Verilikasi Dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

Perencanaan;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2O25 tentang Pedoman

Peny:sunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 terrtang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2025-2045.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

(Irmbaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O16 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

2O2O (l*rnbaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2O Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2O2l tentar..g

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

(l.embaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O21 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2O24 ter,targ

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2025-2045;
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2O25

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tahun 2O25 - 2029;

Tentang

Nganjuk

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud
Rencana Strategis Dinas Tenega Kerja Kabupaten Nganjuk

merupakan pedoman unit organisasi dalarn rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun
mendatang sebagai irnplementasi misi Perangkat Daeral..

Tujuan
Pen5rusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

Talrun 2025-2029 bertujuan:

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan

kegiatan selaras dengan prioritas serta kebutuhan
daerah/lapangan;

2. Untuk menetapkan prioritas prograrn dal kegiatan yang strategiss

elama lirna tahun.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya

umsan wajib ketenagakerjaan, sertaurusan pilihan transmigrasi;

dan

4- Memantapkan pelaksanaan akun tabilitas dan kinerja perangkat

daerah sebagai wujud pertanggunglawaban dalarn pencapaian visi,

misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

)



I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut:

BAB I pBNOaUULUAN

1. 1 l,atar Belakang;

1.2 l,andasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

L.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PEI-AYANAN, PERMASAI"AHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan;

a. T\rgas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

b. Sumber Daya Perangkat Daerah;

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

d. Kelompok Sasaran Layanan;

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan;

f. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab

Perangkat Daerah;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerale

a. Identifikasi Permasalahan;

b. Perumusan Isu Strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029;;

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalarn Mencapai Tujuan

dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tabun 2025-

2o29;

3.3 Arah Kebdakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2O25-2029;

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kine{a,

Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

BAB IV
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4.2 Uaraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui

Indikator Kinerja Utarna (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja

Kunci (lKK).

BAB V PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PEI-AYANAN, PERMASAI.AHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PEI-AYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Tugas dan Pokok Fungsi Dinas Tenaga kerja Kabupaten ditetapkan

dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2O22 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan

Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2O18 Tentang Nomenklatur, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan

rnenyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar

dibidang ten2ga kerja, serta Llrusan pilihan transmigrasi.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas tenaga Ke4'a

Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas dal Fungsi serta strulftur
organisasi sebagai berikut:

TUGAS PIOKOK:

T\rgas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk yaitu:
oDinas Tenaga XerJa. nerryruagai dtgas arelalcsunakz,n Uttso,n
Penerlntahant ltaerah dt Btdang Tenaga Kert*'

FTINGSI:

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga

kerja;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Keda;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

I



I.A.I,IPIRAN XV
PERATURAN BUPATI NGAI{,UK
NOIIOR 6 TAHUN 2()22
TENTANC KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI. TUGIS DAN zuNCSI SERIA TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH KAAUPATEN NCA}UUX

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai brikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Kepala Bidalg Penempatan Tenaga Kerja. Pelatihan dan Transmigrasi

4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Bagan Susunan Orgalisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

BAGAN SUSUNAN ORGA-i,llSASl. RINCL{I{ TUG\S D,Lil FUNGSi
DINAS TEI.IAGA XER.JA

.\. BA(jAI SUSUs_.{N ORCiNIS{SI

2

Sedangkan rincian rincian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. KEPALADINAS

Kepala Dinas Tenaga Ke{a mempunyai tugas merumuskan

kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan

pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif

dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata

usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua

unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan prograrn dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
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3. Pengelolaan perlengkapan, urlrsan tata usaha, rumah tangga,

barang milik negara dan barang milik daerah;

4. Pembinaan aparatur;

5. Pengelolaan urusan kepegawaian;

6. Pembinaan dan koordinasi pen5rusunan dan pelaporan

pelaksanaan program dan anggaran;

7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan

daerah;

8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;

9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

a) KEPAI,A SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatal di subbagumum berdasarkan rencana

operasional yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

2. Memb"gl tugas kepada bawahal sesuai dengan tugas dan

tanggungjawab masing-masing untuk keiancaran pelaksanaan

tugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

subbag umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian arsip

dan ekspedisi sesuai dengan perosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5, Melaksanakan pengolahan surat men5rurat dan tata usaha,

kearsipan, melaksanakan urLlsan rumah tangga dan

keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan

terhadap barag peralatan dan perlengkapan kantor serta

administrasi kepegawaian;

6. Melaksanakan urLlsan rumah tangga dan keprotokolan,

melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang

peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi

kepegawaian;

7. Melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang

peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi

kepegawaian;
t0
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8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbag

umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yangada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kine{a darr rencana kegiatan mendatang; dal
lO. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisar maupun tertulis.

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN

TRANSMIGRASI

Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai

tugas merumuskan kebijakan teknis menyelenggrakan pengurusan

pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksankan

tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi

menyelen ggarakan fun gsi :

1. pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam

pelayanan antar ke{a kepada pencari kerja dan pemberi kerja

serta perhrasan kesempatan kerja dan tranmsigrasi kepada

masyarakat;

2. pengoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam

pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan

transmigrasi kepada masyarakat;

3. pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta

dan transmigrasi kepada masyarakat;

4. pelaksanaan promosi dan penyebar luasan informasi dal
syarat-syarat mekanisme bekerja ke luar negeri dan

transmigrasi kepada masyarakat;

5. pengoordinasian pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

purna penempatan;

6. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi pencari

kerja dan transmigrasi;

7. pengoordinasian pelayanan dan verifrkasi kelengkapan

dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;

8. pengoordinasian pelayanan penandatanganan pe{anjian kerja

bagi PMI;
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9. pengoordinasian penyelesaian permasalahan PMI pra, selama

dan purna penempatan;

lO.pengoordinasian pelaksanaan pemulangan dan kepulangan

PMI;

11. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi

TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah;

12. pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA bagi TKA yang

berlokasi ke{a di daerah;

13. pengoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas

ketenagakerjaan;

14. perurnusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga ke{a
dan transmigrasi;

15. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di

bidang penempatan tenaga kerja dal transmigrasi;

16. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga

kerja dan tran smigrasi; dan

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

a) SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas

antara lain:

1. Seksi Penempatan Keda dan Transmigrasi mempunyai tugas:

merumrlskan kebijakan teknis di Seksi Penempatan dan

Transmigrasi;

2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. membina dan melaksanakan tugas di bidang penempatan tenaga

ke{a;
4. memberikan tanda daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)

kepada sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga penempatan

kerja swasta;

5. menyelenggarakal unit pendaftaran penerirnaan dan

penempatan calon PMI yang rekruter;

6. memberikan rekomendasi paspor PMI;

7. menyelenggarakan pemberdayaan PMI purna penempatan;

8. melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan program

transmigrasi kepada penduduk yang berpotensi menjadi

transmigran;
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9. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;

1O. menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi, perpindahan

transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan

daerah penerima berkaitan dengan penempatan lokasi;

1 1. melaksanakan fasilitas dokumen-dokumen kependudukan bagi

para transmigran dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah

terkait;

12. monitoring dan evaluasi tranmsigran paska penempatan; dan

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KER.IA

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan

urusan pemerintahal dan pelayanan umum, membina dan

melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan

perlindungan tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

menyelenggarakan tugas :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan

perlindungan tenaga kerja;

2. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga keda;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan

industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a) PERENCANA (AHLI MUDA)

Perencana (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1. Menformulasikan sajian untuk analisis;

2. Melakukan riset kebijakan untukmenghasilkan dokumen bahan

perencanazrn pembangunan;

3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;

4. Menyusun alternatif model hubungan kausal / fungsional;

5. Menguji alternatif kriteria dan model;

t3
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6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.

7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional.

9. Menyususn perencanaan program dan kegiatan sektoral.

1O. Menyususn rencana anggErran dan pembiayaan pembangunan.

1 I . Melakukan telaahan lingkup sektoral regional proses dan hasil

pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.

12. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan.

b) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AHLI MUDA)

Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas:

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data

mengenai pendapatan, belanja, tralsfer, pembiayaan, aset dan

utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara

di Instansi Pusat dan Instansi Daerah terutama yang berkaitan

dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan

prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik,

ekonomi, sosial, budaya, demografrs, dan geogralis;

2. Melakukan pengolahan dan analisis data mengenai pendapatan,

belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian

atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan

Instansi Daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek

peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber

daya manusia, sarana dan prasarana, politik, dan geografis;

3. Malakukan kajian teknis mengenai pendapatan, belanja,

transfer, pembiayaan, aset, dan utang pada sebagian atau

keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan

Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek

peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber

daya manusia, sarana dan prasaran, politik, ekonomi, sosial,

budaya, demografis, dan geografis;

4. Melakukan persuasi ketrijalan mengenai pendapatan, belanja,

pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan

siklus keualgan neg€rra di Instansi Pusat dan Instansi Daerah,

terutarna yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-

undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, politik,

ekonomi, sosial, budaya, demografrs, dan geografis;
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5. Melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan

nonkeuangan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset

dal utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan

negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang

dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem

dan prosedur, sumber daya manusia, sarara dan prasarana,

politik, ekonomi, sosial, budaya, demogralis, dan geograhs;

6. Menyusun makalah mengenai pendapatan, belanja,

pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhal

siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah,

terutama yalg dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-

undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana

dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demogralis, dan

geografrs;

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan

belanja, pembiayaal, aset dan utang pada sebagian atau

keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan

Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek

peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber

daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial,

budaya, demografis, dan geografis;

c) PENGANTAR KERJA (AHLI MUDA)

Pengantar Kerja (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1. Mengidentifikasi sumber daya pelayanan antar kerja;

2. Melakukan layanan analisis jabatan lanjutan;

3. Menganalisis informasi pasar kerja;

4. Melakukan penyuluhan jabatan kepada tenaga ke{a ter-PHK /
disabilitas / lansia/ orang tua siswa / kelompok masyarakat;

5. Menyusun struktur biaya penempata-n Pejkerja Migran

Indonesia;

6. Megevaluasi substansi perjanjian kerjasama / kemitraan

pelayanan antar kerja;

7. Mensosialisasikan program I kegiatarr pelayanan antar keda

pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau

P3MI;

8. Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan

tenaga kerja kepada pemberi kerja;



9. Melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga keda pernah

bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia atau alih
profesi atau kar5rawan perusahaan;

1O. Melakukan rekruitmen calon tenaga kerja untuk penempatan;

I 1. Melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk
penempatan;

12. Menganalisa dokumen pe{anjian penempatan atau pedanjian

ke{a;
13. Menganalisis dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian

kerja;

14. Menganalisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga

kerja;

15. Melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja;

16. Melakukan pemantauan penempatan 1sn^ga kerja;

17. Mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;

18. Melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga

kerja dalam / luar negeri;

19. Melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;

20. Melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan

RP/IKA untuk 1 sampai dengan 1O orang TKA secara daring;

21. Melakukan validasi dan analisis permohonan pengesahan /
pencabutan / perubahan rencana penggunaan tenaga kerja

asing;

22. Menganalisis hasil pemantauan penggunaan TKA;

23. Menganalisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian

kepada tenaga kerja pendamping;

24.Menganalisis kelayakan permohonan perizinan berusaha

lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan

(ekspose);

25. Memverilikasi berkas kelayakan permohonan perizinan atau

pencabutan izin lembaga penempatan tenaga keda atau P3MI;

26. Menyusun rekomendasi sertifrkat standart atas permohonan

perizinan berusaha atau pencabutan inn lembaga penempatan

tenaga kerja atau P3MI;

27. Menyusun konsep penolakal permintaan kelengkapan

perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja atau

P3MI;

28. Melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan /
bursa kerja layat;



29. Memantau pelayanan antar kerja;

3O. Mengevaluasi kerja sama / kemitraan pelayanan antar kerja.

d) MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL (AHLI MUDA)

Mediator Hubungan Industrial (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1. Melakukan penilaial hubungan industria-l di perusahaan;

2. Menyusun peta hubungan industrial Kabupaten / Kota;

3. Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan

monitoring sarana hubungan industrial di perusahaan;

4. Merumuskan strategi pencegahan dan penanganan

diskriminasi di tempat kerja;

5. Mengidentifikasi kepesertaan program jaminan sosial;

6. Menyrrsun pro{il tenaga penyelesaian hubungan industrial di

luar pengadilan;

7. Menganalisis sistem pengupahan;

8. Menyrrsun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;

9. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan

sarana hubungan industrial di perusahaan;

1O. Melakukan pembimbingan penyusunan materi pe{anjian ke{a;
11. Melakukan pembimbingan pen5rusunan materi peraturan

perusahaan;

12. Melakukan pembimbingan penerapan kebijakan pengupahan di

perusahaan;

13. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan

fasilitasi kesejahtraan pekerja atau koperasi pekerja dan

pengembangan usaha produktif;

14. Melakukan pembimbingan penerapan dan perluasan

kepesertaan jaminan sosial dan / atau penahapan kepesertaan;

15. Melakukan pembimbingan mekanisme penyelesaian

perselisihal hukrungan industrial;

16. Melakukan pembimbingan mekanisme penanganan mogok ke{a
atau penutupan perusahaan;

17. Melakukan verifrkasi keanggotaan organisasi pekerja di
perusahaan;

18. Melakukan deteksi dini di perusahaan;

19. Melakukan layanan konseling teknis hubungan industrial

tingkat lanjut;



2O. Menyusun rumusan teknis masukan masyarakat atau instansi

terkait tentang hubungan industrial tingkat menengah;

21. Melakukan pendampingan kinerja lembaga tripartit;
22. Melakukan validasi data calon anggota lembaga hubungan

industrial;

23. Melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat menengah;

24. Menyusun naskah penyebarluasan informasi hubungan

industrial bagi kepentingan satuan kerja atau instansi;

25. Mereviu penyelenggaraan sarana hubungan industrial di

perusahaan;

26. Mereviu penyelenggaraan program jaminan sosial;

2T.Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungal
industrial melalui mekanisme perlindungan bipartit;

28.Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan

industrial di luar pengadilan hubungan industrial;

29. Mengevaluasi penerapan anti-deskriminasi;

30. Mengevaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan

perusahaan, atau unjuk rasa terkait ketenagakeq'aan;

31. Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan

industrial dan jaminan 56sla1 16naga kerja;

32. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan

industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

33. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan

industrial dan jarninan sosial tenaga kerja;

34. Menyusun telaahan bidang hubungan industrial tingkat I (satu);

35. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat

sedang;

36. Melakukan mediasi perselisihan kepentingan tingkat sedang;

3T.Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan

hubungan kerja tingkat sedang

38.Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan

hubungan kerja tingkat sedang;

39. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat

pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;

4O. Merumuskan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihal

hubungan industrial tingkat sedang dalam bentuk perjanjian

bersama;

41. Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan

perusahaan tingkat 
T:,"..rg"h,



42. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan

industrial yang dilaksanakan melalui perundingan bipartit dan

tindak lanjutnya;

43. Melalrukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan

industrial yang dilaksanakan melalui mediasi atau konsolidasi

dan tindak lanjutnya;

44.Melakukan supervisi penyelesaian perselisihan hubungan

industrial yang dilaksanakan melalui arbitrase dan tindak

lanjutnya;

45. Melakukan supervisi hasil mediasi pencegahan mogok ke{a
penutupan perusahaan atau unjuk rasa dan tindak lanjutnya;

46. Melakukan supervisi dan layanan penyelesaian hak pasca

kesepakatan penyelesaian mogok/unjuk rasa dan putusan

arbiter / pengadilan hubungan industrial.

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

I. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan

sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya

tujuan organisasi, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang,

Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang di

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan 3l Desember

2024 sebanyak 16 (enam belas) orang dengan persentase dan rincian

sebagai berikut :

l. Persentase Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Dan Golongan

t

56%
I

25%

s1

69% t

pendidikan pegawai terbesar ada pada jenjang S-1 sebanyak 1l orang

dengan persentase sebesar sebesar 69%, sedangkan persentase pegawai

berdasar golongan terbesar ada pada Golongan III sebanyak 9 orang

dengan persentase sebesar 560/o di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Nganjuk.

tx
73%

6%
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PROSENTASE PEGAWAI
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PENDIDIKAN

D]

52

25%

6%



II. Sarana dal Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk adalah sebagai trerikut:

a) Kendaraan dinas roda empat sejumlah 5 (lima) unit serta kendaraan

dinas roda dua sebanyak 1O (sepuluh) unit

b) Tanah Bangunan seluas 4.157 rn2 yang terletak di Jalan
Derrnoj oyo No. 45 Nganjuk

c) Bangunan gedung terdiri dari bangunan kantor induk, aula
pertemuan serta gudang penyirnpanan

d) Alat-alat kantor dan Rumah tangga, terdiri dari: Mesin ketik (4
unit), Lemari besi (18 buah), Filling kabinet (2O buah), Brankas
(2 buah), Lemari kaca (3 unit), LCD (2 unit), rneja biro (1O

buah), rneja Yz biro (4O buah), karnera digitaf (2 unit), Komputer

PC (5 unit), laptop (16 unit), printer (12 unit), AC ruangan (18

unit)

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Tenaga Ke4'a Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan

Peratrrran Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga

Kerja, mal<a akan dikaji capaian kinerja dari program maupun
kegiatan yang ada pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja,

Pelatihan dan Transmigrasi serta Bidang Hubungan Industrial dan

Perlindungan fsnaga Kerja. Capaian kinerja pelayanan dan

realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

disajikan dalarn tabel berikut:
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Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja Utama (lKU)

No. Indikator
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

Catatan Analisis
Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Urusan Tenaga Kerja

1

Persentase Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) 67,50% 68,950/o 69 ,560/. 69 ,79o/" Renstra PD Tahun 2024-2026

2

Persentase pencari kerja terdaftar
yang ditempatkan 834/o a4vo 85o/o 7 3,21o/" Renstra PD Tahun 2024-2026

3

Persentase kasus perselisihan
hubungan industrial yang
diselesaikan diluar pengadilan

90% 90o/o 90% too,./. Renstra PD Tahun 2024-2026
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci (lKK)

No. Indikator
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Catatan Analisis

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Urusan Tenaga Kerja

1

Pencari kerja yang
ditempatkan 2.600 orang 2.650 orang 2.7OO orang Renstra PD Ta}]rn 2024-2O26

2

Jumlah perselisihan
Hubungan Industrial yang
selesai dengan Perjianjian
Bersama

3 perkara 4 perkara 5 perkara 1 perkara Renstra PD Tahun 2024-2026

3
Jumlah transmigran yang
diberangkatkan 1KK 1KK lKK lKK Renstra PD Tahun 2O24-2Q26

Sumber: Laporan Evaluasi triwulan 4 tahun 2024

'22

I

I

4.729 orang
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator

program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja

menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2O17

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan pencapaial RPJPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat

dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target

kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capa.ian program RPJPD Perangkat

Daerah, serta kebijakan / tindakan perenc€rnaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi fal<tor-fal<tor penyebab tersebut, sebagaimana tabel

berikut:

Tabel2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan

Penganggaran

Tidak ada faktor

penyebab

terhambatnya kegiatan

penunjang urLlsan

pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota

Terget nilai SAKIP Petangkat

Daerah yang telah ditentukan

dalam Renstra sebesar 8O,5O dan

target yang sudah terea-li sasi

sebesar 75,65. Hal ini berarti

sudah mencapai target.

2 91o/o Sangat Tinggi
760/o a 90o/o Tingt4
660/o S 75o/o Sedang
5lo/o 3 650/o Rendah
< 50% Sangat Rendah

Program Penunjang

Urusan Pemerin tahan

Daerah

Kabupaten/ Kota

9s,98vo Sangat tinggi

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Renstra

PD

Kebijakan Yang Diambil

Penambahan perangkat

keras personal

computer untuk akses

aplikasi sehingga

meminimalisir antrian
pemohon

I{o. Intenrd Nilai Predikat

Program Peraagkat

Daerah
Capaian Kinerja Predikat

I
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Program Perencanaan

Tenaga Kerja

lOOo/o Sangat Tinggi

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Renstra

PD

Kebijakan Yang Diambil

Tidak ada kendala Target yang telah ditentukan

dalam Renstra yaitu 1 dokumen

dan sudah terealisasi 1 dokumen

perencanaan tenaga kerja

Untuk membuat

dokumen perencanaan

tenaga ke{a yang akan

datang supaya sesuai

target yang telah

ditentukan

Sangat TinggiProgam Pelatihan

Kerja dan

Produktiyitas Tenaga

Kerja

100%

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Renstra

PD

Kebijakan Yang Diambil

Tidak ada kendala Target yang ditentukan dalam

Renstra sebesar IOO% dan target

yang telah terealisasi sebesar

f OO%. HaI ini berarti sudah

mencapai target.

Untuk tahun yang akan

datang supaya

melaksanakan kegiatan

sesuai perencanaan

Program Penempa.tan

Tenage Kerja

88,200/o TingCl

Kebijakan Yang DiambilFaktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Renstra

PD

Melaksanakan

pelatihan berbasis

kompetensi

menyesuaikan

kebutuhan pasar kerja,

melaksanakan kegiatan

Job Fair, dan

melaksanakan Job

Canuasingke

perusahaan.

Kompetensi pencari

kerja belum sesuai

dengan kebutuhan

pasar kerja

Target yang ditentukan dalam

Renstra dengan indikator

persentase pencari kerja terdaftar

yang ditempatkan sebesar 837o

sedangkan realisasi sebesar

73,21o/"- Hal ini berarti sudah

mencapai target.
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Program Hubungan

Industrial

lll,llo/o Sangat tinggi

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Renstra

PD

Kebijakan Yang Diambil

Tidak ada kendala Target yang ditentukan dalam

Renstra sehsar 90olo dan telah

terealisasi sebesar 1OO%. Hal ini
berarti telah mencapai target

Untuk tahun yang akan

datang supaya

menambah target

capaian

Program

Pembangunal

Kawasan Transmigrasi

16,680/o Sangat Rendah

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Renstra

PD

Kebijakan Yang Diambil

Transmigrasi

merupakan

program nasional

dan saling terkait

antar Kementerian,

Provinsi dan

Kabupaten

Belum ada

pemberangkatan

ca,lon transmigran

ke daerah

transmigrasi. Hal

ini dikarenakan

jadwal

pemberangkatan

masih pada

triwulan IV oleh

Kementarian

Perdesaan dan

Daerah Tertinggal

Target yang telah ditentukan

dalam Renstra sebesar 4Oo/o akan

tetapi realisasi masih mencapai

6,67"/". HaI ini dikarenakan kuota

pemberangkatan tran smigras i

sudah ditentukan oleh

Kementerian Perdesaan dan

Daerah Tertinggal

Melakukan koordinasi

dengan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Prorrinsi supaya

mendapat kuota

pemberangkatan

transmigran lebih

banyak.

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2O24 Triwulan IV
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D. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Kelompok sasaran layanan yang ada di Dinas Tenaga Ke{a

Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan

mencari pekerjaan maupun yang sudah beke{a tetapi ingin pindah

atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan

mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau

secara langsung melamar peke{aan kepada pemberi ke{a. Bidang

Penempatan Tenaga Kerja melayani rekomendasi kartu AK- 1/ Kartu

Kuning.

b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri

untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja

Indonesia di luar negeri. Bidang Penempatan Tenaga Kerja melayani

surat rekomendasi ID dan rekomendasi pasport pemberangkatan

CPMI ke luar negeri.

c. Pekerja / Buruh

Buruh adalah mereka yarrg berke{a pada usaha perorangan dan di

berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai

dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertr:lis,

yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang

persyaratan / pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan

Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyelesaian perselisihan Hubungan

Industrial dan konsultasi tentang hak - hak pekerja yang didapat

setelah di PHK dari Perusahaan.

E. MITRA PERANGKAT DAERAHDAI"AM PEMBERIAN PEI.AYANAN

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan antara lain:

a. l,embaga Pelatihan Ke{a (LPK)

LPK adalah lembaga yang menyediakan fasilitas untuk
menambah skill, memberikan informasi lingkungan kerja, hingga

menyedia-kan informasi loker atau magang. lrmbaga ini memberikan

pelatihan sesuai dengan bidang ke{a yang dibutuhkan oleh

masyarakat. LPK memiliki perhatian khusus dari pemerintah

sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan 'rztrr dari

pemerintah. Pada umumnya, LPK yang banyak diminati adalah yang

memiliki koneksi dengan perusahaan luar negeri, seperti Jepang,
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Korea Selatan, China, Arab Saudi, dan negara lainnya. Bergabung ke

LPK adalah hal yang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan bisa

mengasah skrll baik itu lnrd skill atau sof skill yang dibutuhkan

dalam dunia kerja. Selain itu, keuntungan lainnya bergabung dengan

LPK adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.

2. Memperlu as nehlorking.

3. Mendapatkan akses mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

4. Mendapatkan pengalaman sebelum masuk kerja.

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka

usaha sendiri sesuai program LPK yang dijalad.
6. Mengembangkan karir diminati.

b. Balai l,atihan Kerja (BLK)

BLK ada-lah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga

pendidikan keagamaan non-pemerintah yang meliputi pondok

pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan lembaga

keagamaan non pemerintah lainnya, serta komunitas serikat

pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

TKM adalah tenaga ke{a yang mempunyai sikap, semangat, perilaku

dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau

usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan

penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Fungsi TKM adalah

untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan

informal serta mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan

yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

d. Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah

badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah

memperoleh izin tertulis dari Menteri.

Thgas dan Fungsi P3MI adalah sebagai berikut:

l. mencari peluang kerja;

2. menempatkan Peke{a Migran Indonesia; dan

3. menyelesaikan permasalahan Pekeq'a Migran Indonesia yang

ditempatkannya

e. Perusahaan

Perusahaal adalah suatu lembaga atau organisasi yang

menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan
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tujuan meraih laba atau keuntungan. Bidang Hubungan Industrial

melayani konsultasi tentang pengajuan Peraturan Perusahaan &

Perjanjian Kerja Bersama, pencatatan l-ernbaga Kerja Sama Bipartit,

pencatatan Pe{anjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT}, pemberitahuan

Mogok Kerja dan laporan Pemutusan Hubungan Ke{a dari

Perusahaan.

f. Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Serikat pekerja / Serikat Buruh merupakan sebuah organisasi yang

dibentuk untuk melindungi hak atau buruh. Bahkan,

keberadaannya sendiri telah diatur dan dilindungi oleh undang-

undang dan hukum di Indonesia. Dalarn ketentuan urnum dalam UU

No. 13 Pasal I Tahun 2OO3 dan UU No. 21 Pasal 1 Tahun 2OOO

disebutkan bahwa organisasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekeda atau buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar

perusahaan. Secara umum, organisasi memiliki tujuan yang sama

yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan anggota

keluarganya, serta menjarnin keamanan dan kenyam€rnan para

pekerja di lingkungan kerja. Manfaat perlindungan serikat pekerja

yang diberikan kepada pekerja diantaranya sebagai berikut :

g. Melarang kepada siapapun untuk menghalang-halangi atau

memaksa pekerja / buruh untuk membentuk atau tida}, menjadi

pengurus atau tidak, menjadi anggota atau tidak, dan/ atau

menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan.

1. Melarang kepada siapapun untuk melakukan pemutusan

hubungan kerja, menurunkan jabatan, tidak membayar atau

mengurangi upah pekerja/ buruh, bahkan memberhentikan

sementara atau melalrukan mutasi, dengan alasan peke{a

bergabung dalam organisasi ini atau menjalankan kegiatan

serikat.

2. Melarang kepada siapapun untuk melakukan intimidasi dalam

bentuk apapun.

3. Melarang kepada siapapun untuk melakukan kampanye alti
pembentukan serikat.

4. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pengurus

maupun anggota serikat buruh untuk menjalankan kegiatan

serikat pada jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak,

termasuk yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.
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h. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

MKKS adalah komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah

tingkat SMP/SMA pada satu gugus kecamatan

Fungsi MKKS sebagai berikut:

1. Membina profesionalitas kepala sekolah untuk meningkatkan

kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi,

dan sosial.

2. Menumbuhkan semangat kerja sama antarkepala sekolah

sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3. Menyebarkan informasi dan inovasi untuk mengembangkal

mutu pendidikan.

4. Menjalin persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan rasa

percaya diri dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah agar

kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman bisa terus

ditingkatkan.

5. Sebagai media bagi kepala sekolah untuk memberikan tanggapan

atas kebijakan pemerintah beserta penerapannya di sekolah

i. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang biasa dikenal dengan

APINDO, adalah organisasi independen non partisan para pengusaha

Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Bidang Hubungan

Industrial melayani konsultasi tentang program kerja APINDO dan

pelaporan kepengurusan APINDO.

j. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagalerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang

bertugas untuk menyelenggarakan progrErm jaminan sosial

ketenagakerjaan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran

penting dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan

meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut beberapa hubungal

antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker:

1. Koordinasi dan Kerja Sama: BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker

melakukan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program jaminan

sosial ketenagakerjaan.

2. Pengawasan dan Pengendalian: Disnaker melakukan pengawasan

dan pengendalian terhadap pelalsanaan program jaminan sosial

ke tenagakerj aan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
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3. Pemberian Informasi: BPJS Ketenagakerjaan memberikan

informasi kepada Disnaker tentang program jaminan sosial

ketenagakerj aan dan hasil pelaksanaannya.

4. Pengembangan Kebijalan: Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan

bekerja sama dalam pengembangan kebijakan dan program

jaminan sosial ketenagake{aan.

5. Pelayanan kepada Peke{a: BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker

bekeda sama dalam memberikan pelayanan kepada peke{a,

seperti pendaftaran, pengajuan klaim, dan lain-lain.

F. KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB

PERANGKAT DAERAH

Pada Dinas Tenaga Ke{a terdapat kerjasama antar daerah yang

menjadi tanggungiawab Perangkat Daerah yaitu Kerja Sama Antar

Daerah (KSAD) pada daerah Transmigrasi yang ada di Indonesia. Untuk

daerah tujuan dan jumlah orang yang akan diberangkatkan

transmigrasi sudah ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu tahun 2019 tujuan

Kab.Br.rlungan, UPT Tarjung Buka SP. 1O:5 KK. Kab. Muna, SP.

Raimuna, Sulawesi Tenggara : 1 KK, tahun 2022 Tujuar Kab. Muna

SP.Raimuna, Sulawesi Tenggara, lKK terdiri 4 Jiwa, kemudian pada

tahun 2O23 dengan daerah tujuan Ds. Batu Ampar Kec, Kedurang Kab.

Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebanyak I KK terdiri dari 3 jiwa.

Sebelum menyelenggarakan pemberangkatan calon transmigran

biasanya Kepala Daerah menyepakati atau membuat surat kesepakatan

antar daerah yang dinamakan Naskah KSAD yalg berisi kesepakatan

antar daerah yang akan melalrukan transmigrasi dan daerah tujuan

transmigran. Naskah tsb berisi tentang hak dan kewajiban calon

transmigran yang akan menempati daerah transmigrasi yang telah

ditentukan oleh Kementerian.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Sebagai lernbaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang

tenaga keq'a rnaka keluaran (outputl kegiatan yang dihasilkan adalah

pelayanan di sector ketenaga kerjaan meliputi penempatan tenaga

kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta

perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagake4'aan.
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Agar pelayanan, pernbinaan, dan pengembangan sektor
ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan
pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang

dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam

mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut,
perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perurnusan isu- isu

strategis dalam pen5rusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk
memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai

antisipasi terhadap kernungkinan terjadinya kesulitan mampun

kegagalan yang bias mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (s) (4)

I Masih tingginya angka

tingkat pengangguran

terbuka

Rendahnya tingkat

partisipasi angkatan

kerja

Rendahnya kompetensi

dan produktivitas

tenaga kerja

Belum optimalnya

penempatan tenaga

kerja melalui

mekanisme AKL, AKAD

dan AKAN

Meningkatkan peluang

pembe rangkatan calon

transmigran melalui

penambahan kuota

dari Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan

Transmigrasi

Belum optimalnya

penyelesaian

perselisihan hubungan

industria-l di luar

pengadilan

Belum optimalnya

pembinaan norma dan

syarat kerja di
perusahaan

Tingkat kepatuhan

perusahaan dalam
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

melaksanakan aturan

hukum

ketenagakerjaan

terbilang masih cukup

rendah

Belum optimalnya LKS

Bipartit di perusahaan

didalam mencegah

perselisihan hubungan

industrial

B. PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga

kerja, kebijalan kepala daerah terpilih, hasil alalisa Renstra

Kementerian terkait, Kqjian Lingkungan Hidup Strategis, telah
RT/RW Kabupaten Nganjuk, serta dengan memperhatikanisu-isu
penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas
Tenaga Ke4'a Kabupaten nganjuk, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

NO PERMASAT^A.FIAN ISU STRATEGIS

1 Belum sesuainya kompetensi

pencari ke{a dengan

kebutuhan pasar ke{a

Peningkatan kompetensi pencari kerja

melalui pelatihan berbasis kebutuhan

pasar kerja

2 Masih tingginya tingkat turn

over di perusahaan karena

rendahnya etos kerja

Peningkatan etos ke{a melalui

pembentukan karakter tenaga kerja

yang produktif
a Masih adanya perusahaan

yang belum menerapkan

norrna dan syarat kerja

sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku

Pemberdayaan kmbaga Ke{a Sama

Bipartit di perusahaan
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Tabel 2.7

Kesimpulan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

Potensi Daerah

Yang Menjadi

Kewenangan

Dinas Tenaga

Kerja

Permasalahan

Dinas Tenaga

Kerja

Isu KLHS Yang

Relevan Dengan

Dinas Tenaga Kerja

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga

Kerja

Isu Strategis

Dinas Tenaga

Kerja

Global Nasional Regional

(1) (2) (s) (4) (s) (6) (7)

Dinas Tenaga

Kerja dapat

mengembangkan

program pelatihan

dan pendidikan

untuk

meningkatkan

kualitas SDM di

daerah

Belum sesuainya

kompetensi

pencari kerja

dengan

kebutuhan pasar

kerja

Rendahnya

Ketrampilan soft dan

Hard skill yg dipunyai

setiap tenaga kerja

khususnya di Kab.

Nganjuk dinilai masih

kurang

Perubahan

teknologi yang

cepat dapat

mempengaruhi

kebutuhan tenaga

kerja dan

keterampilan yang

dibutuhkan

Pengangguran dan

keterampilan yang

tidak sesuai dengan

kebutuhan industri

dapat

mempengaruhi

pasar tenaga kerja

Kualitas pendidikan

dan pelatihan regional

dapat mempengaruhi

kualitas tenaga kerja

Peningkatan
kompetensi
pencari kerja
melalui
pelatihan
berbasis
kebutuhan
pasar kerja

Dinas Tenaga

Kerja dapat

mendukung

pengembangan

UKM di daerah

Masih tingginya
tingkat turn over
di perusahaan
karena
rendahnya etos
kerja

Masih banyaknya

tenaga kerja dengan

ketrampilan yang

belum memadai

sesuai dengan

Pengaruh sosial

media dan

teknologi informasi

dapat

mempengaruhi

Perubahan

struktur ekonomi

Indonesia dari

sektor pertanian ke

sektor industri dan

Pengembangan sistem

informasi tenaga kerja

regional dapat

mempengaruhi

efisiensi dan

Peningkatan
etos kerja
melalui
pembentukan
karakter tenaga
kerja yang
produktif
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Potensi Daerah

Yang Menjadi

Kewenangan

Dinas Tenaga

Kerja

Permasalahan

Dinas Tenaga

Kerja

Isu KLHS Yang

Relevan Dengan

Dinas Tenaga Kerja

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga

Kerj a

Isu Strategis

Dinas Tenaga

Kerja

Global Nasional Regional

(1) (2) (s) (4) (s) (6) (7)

dengan

memberikan

pelatihan dan

bantuan teknis

kebutuhan

kerja

dunia cara kerja dan

komunikasi antara

tenaga kerja dan

pengusaha

jasa dapat

mempengaruhi

kebutuhan tenaga

kerja

efektifi tas pengelolaan

tenaga kerja

Dinas Tenaga

Kerja dapat

bekerja sama

dengan

pemerintah

daerah dan dunia

usaha untuk

menciptakan

lapangan kerja

baru di daerah

Masih adanya

perusahaan yang

belum

menerapkan

norma dan

keda

dengansesual

ketentuan

Peraturan

Perundang-

Undangan yang

berlaku

syarat

Penguatan strategi

peningkatan iklim

investasi yang

mendukung

pertumbuhan

ekonomi dan

penyerapan tenaga

kerja terdidik pada

sektor pertanian,

perdagangan dan

industri serta

pengembangan

kawasan industry

Pengaruh

perubahan

kebijakan dan

peraturan dapat

mempengaruhi

pasar tenaga kerja

dan membutuhkan

tenaga kerja yang

lebih fleksibel dan

adaptif

Pengaruh

perubahan

kebijakan dan

peraturan dapat

mempengaruhi

pasar tenaga kerja

dan membutuhkan

tenaga kerja yang

lebih fleksibel dan

adaptif

Pengaruh perubahan

kebijakan dan

peraturan regional

dapat mempengaruhi

pasar tenaga kerja

dan membutuhkan

tenaga kerja yang

lebih fleksibel dan

adaptif

Pemberdayaan

Lembaga Keda

Sama Bipartit di

perusahaan
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3.1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan,

diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk diselaraskan dengan setiap misi yang akan

dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan

serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Nganjuk.

Telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk

periode 2025-2o29 yaitu, "fewujudtan l(abupaten fganjuk 5rang taju,
Sejahtera, dan Bermartabat' dengan 7 misi yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis,

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara

kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesiona-l dan akuntabel

demi masyaralat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efrsien melalaui

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai

dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Meningkatkan kualitas, pelayaran, mutu pendidikan dan kesehatan untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi

kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.

6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain,

melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.

7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan

lokal.

Adapun misi yang diamantkan pencapaiannya pada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk yaitu Misi ke-S ..gsiingLrtkan keberpihaltan
pemerintah dsbrn pe,liiglntan ekonomi kerak5ratal betbasls pcrtanian

dan potensi lotal."
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Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Kepala Derah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih serta identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, rnaka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
merumuskan tujuan sebagai berikut:

* Menlngkatnga kexnpatan kerja dan produldhntes tenaga
kefd

Adapun tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

menggunakan indikator sebagai berikut:

4 Tlngkd produrettutta,s tenaga kerJa".

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana

tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

mempunyai sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;

2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.

Sasaran yang hendak dicapai tersebut menggunakal
indikator sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);

2. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yalg diselesaikan di
luar Pengadilan.

Adapun tujuan dal sasaran dari Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk berikut indikatornya selama 5 (lima) tahun
kedepan kami sampaikan dalam tabel sebagaimana berikut:
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TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGE"T TAHUN

2025 2026
SAEARAN IT{DIKATOR

BASELINE

2024 2027 2024 2029 2030
KETERANGAN

NAPK DAII

AAAARAI'I

RPJUD YANG

RTLEVAN

TUJUAN

2.O7.3.32.O.OO.O1.OOOO - Dlna. Tenaga KerJa

Tingkat

Produktivitas Tenaga

Kerja (Juta

Rupiah/Tenaga

Kerja)

35,84 35,86 35,88 36 36,t2 36 24 36,36

Persentase Tingkat

Partisipasi Angkatan

Ke{a (TPAK) (o/")

69,79 70,1 1 70,59 7l 7 t,41 7 t,82 72,23Meningkatnya

Penyerapaa Tenaga

Kerja

100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya

Kesempatan

ke{a dan

Produktivitas

tenaga

Ke{a

Meningkatnya

Hubungan lndustrial

Yang Harmonis

Persentase

perselisihan

hubungan

industrial yang

diselesaikan

diluar pengadilan

l%l

Menurunnya

penSanSguran

terbuka

(01) (02) (0s) (04) (0s) (o6) (o7) (08) (0e) (10) (11) (12)



3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DAI.AM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025_2029

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) merupakal proses pen)rusunan

ta-l-apan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukal
secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan selama periode lima tahunan.

Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis y.rng memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Adapun dapat

dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini:
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Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kab Nganjuk

Tahap I

(2026l.

Tahap II

(20271

Tahap III

(2O28)

Tahap IV

(2O29\

Tahap V

(2030)

1 . Identifikasi visi dan misi

perangkat daerah yang

selaras dengan RPJMD

dan RPJMN.

2. Analisis situasi internal

dan eksternal perangkat

daerah untuk

mengidentifikasi

kekuatan, keiemahan,

peluang, dan ancaman

3. Peny'usunan tujuan dan

sasaran perangkat

daerah yang spesilik,

terukur, dapat dicapai,

relevan, dan memiliki

batas waktu

1. Pengembangan strategi

perangkat daerah untuk

mencapai tujuan dan

sasaran yang telah

ditetapkan

2. Penyusunan program dan

kegiatan perangkat daerah

yang selaras dengan strategi

yang telah dikembangkan

3. Penyrrsunan indikator

kinerja perangkat daerah

untuk mengukur

keberhasilan program dan

kegiatan

1. Penyrrsunan anggaran

perangkat daerah

untuk mendukung

program dan kegiatan

yang telah ditetapkan

2. Penlrrsunan rencana

kerja perangkat

daerah untuk

mengimpiementasikan

program dan kegiatan

1. Implementasi

program dan

kegiatan perangkat

daerah yang telah

ditetapkan

2. Pemantauan dan

evaluasi kinerja

perangkat daerah

untuk mengukur

keberhasilan

program dan

kegiatan

1. Evaluasi kinerja perangkat

daerah untuk mengukur

keberhasilan program dan

kegiatan

2. Perbaikan strategi

perangkat daerah

berdasarkan hasil evaluasi

kinerja
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Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan

dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Pada bagian ini

dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga

Ke{a dalam kurun waktu tafu:m 2025-2O29 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja

No
Operasionalisasi

NSPK

Arah Kebijakan

RPJMD

Arah Kebijakan Renstra

PD
Keterangan

1 Meningkatknya

produksi sektor

strategis dal
investasi daerah

yang diiringi

dengan

penurun€rn

pengangguran

Penguatcn Kolaborasi

Hexahelic.

Kabupaten Nganjuk

sebagai salah satu

wilayah pengembangan

komodtas agroindustri

dan minapolitan, serta

pariwisata, sangat

membutuhkan

dukungan berbagai

sumberdaya dari mitra

strategis. Kerjasama

strategis hexahelic

mendorong percepatan

pembangunan sektoral

dan spasial lebih

efektif. Pada sisi lain,

pelibatan stakeholder

pembangunan ini juga

akan diarahkan dalam

mengurangi

kesenjangan

pendapatan dan

perluasan lapangan

ke{a.

Meningkatlan

kompetensi

produktivitas

kerja

dan

tenaga

Meningkatkan

pembinaan terhadap

kualitas trmbaga

Pelatihan Kerja
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Meningkatkan

penempatan Angkatan

keda melalui

mekanisme Antar Kerja

Antar Daerah (AKAD),

Antar Kerja L,okal (AKL),

dan Antar Kerja Antar

Negara (AKAN)

Mengoptimalkan

penempatan

transmigran

calon

Optimalisasi

penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial

Pembinaan norma dan

syarat kerja seca.ra

berkelanjutan

Optimalisasi tingkat

kepatuhan Perusahaan

dalam melaksanakan

ketentuan hukum

peraturan

ketenagakerjaan

Memberdayakan

lembaga Kerja Sama

Bipartit di tiap-tiap

Perusahaan sebagai

salah saru sarana

hubungan industrial

dalam rangka menjalin

komunikasi dan

konsultasi antara

pengusaha dan pekerja
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PEI{YELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA,

INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Gambar 4. I Kcrsngka Pcrumusan Program/Kcgiatan/Subkc8iatan
Renstra PD

E
t +

-+

-+

Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

melaksanakan 6 (enam) program dengan 2l (dua puluh satu) kegiatan dan

63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Program merupakan sekumpulan

kegiatan yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu

dalam suatu bidang urusan pemerintahan atau organisasi. Program memiliki

cakupan yang lebih luas dan menyasar hasil yang lebih besar, seperti

peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kegiatan yang

mengacu ke rencana tenaga kerja, peningkatan tenaga kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi, peningkatan jumlah pencari ke{a terdaftar yang

ditempatkan, peningkatan penanganan perselisihan hubungan industrial,

peningkatan tata Kelola dar perlindungan ketenagakerjaan serta

peningkatan keberhasilan transmigrant yang diberangkatkan. Setiap

program biasanya merniliki tujuan dan di dalamnya terdapat serangkaian

kegiatan yang lebih spesifik.

Kegiatan adalah langkah-langkah yarrg diambil dalam rangka

melaksanakan suatu prograrn untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan harus terukur dan realistis untuk memastikan bahwa tujuan
program dapat tercapai. Subkegiatan adalah bagian lebih rinci atau
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terperinci dari kegiatan yang sudah direncanakan. Subkegiatan ini
melibatkan tindakan lebih spesifik dan terperinci untuk mendukung

kelancaran pelatsanaan kegiatan. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari

kegiatan yang membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan pada

tingkat kegiatan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berkaita-n dengan

seberapa efektif dan e{isien suatu program, kegiatan, dan subkegiatan

dijalankan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

bidang urusan yang spesifik. Penilaian kineda ini biasanya melibatkal
indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur hasil dan dampak dari setiap

tindakan yang diambil dalam kegiatan dan subkegiatan. Dalam mencapai

hasil yang diinginkan, maka dari itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

memiliki program, kegiatan dan subkegiatan dengan rincian sebagaimana

tabel berikut:
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TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT OAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

lloar{o unusartl / Plool I/
ot TcotaE D{OtXAtDR OUTCOf,E BASEIINE

z\24 202C

TAROET OAN PAOU INOIKAIIF TAXUN
P!RAi{ll(AT DAERAX

Pll'lAitoout€2026 202t 2021, 2ot0

IARO!T TAROET
'AROET

TAROET TAFOET

(ot) (02) (03) (o4t (05) (o6) lo7) (N) tag) (to) (1t) (t2) 03) (15)
2 07 . UNUg^}I PEMERIMTAMN
EIOANG]EMC^ XER'A

1' 122 t69150 I 1 673 5.12 O0O !2?91 
'16 

0oO 13 ora 9i6 00o r! l2a 5€6 0@

2 07 01 , PROGR II PENUNJAIG
URUSAN PEICRIMTATiAN OAEfIA}I 7 109 985 0@ 7 1@ 946 0o0

l/b nd.rnlr .lst.blrt . h{rl. llia At unEbrlr.. K'-.,.
P,.ngLr Da.h 0l'll) 14 20 76 r0 t62 7 109 936 0@ 7 109 986 0@ 7 1@ 9€5 0oO

2OI02- PROGMM PEREI.ICA\ rr.l
IEiIAG,A XER.'A

r00 000 0@ 100 000 ooo 100 @o 0@

lh.x.{t lnF l(rr.ts Fng
tnhlsEr.n yat .rn9s L dlr.e

Pl.dt .. Lo'.En r..E
6.110-! t r.lr.et {o 30 60 25 80 28 1m 000 ooo 250 @ 0@ 805

2 0, 03. FroGR lr FEL nB N
XER]A Dllt FROOUKITVTI S
TEMGA XERJA

755 197 @ 67 @O @O 957 0@ @ 1 06? O@ 0@ I 157 0@ 0@

[/bnrnt["rhy. r.n or tdl. yaho
l,.mnkr srtlt., tmp.nba

P@i.r. TM.!E X-l.
g.(.nrlt,l Konp.r.nr (%J 52 t6 5?3 52 3l 52 8l 52 e5 957 o@ 000 52 Bl 1 062 0@ 0@ r 157 000 000

, Oi O'. PROCR^M PENEI,PATAII 1 26,1 367 t& 1 468 ?560@ 2 051 0@ 0m

tAn'qlrny. llii.h Ffta Ln.
ird.fir r..E dt.nD:Ui..

P.lst & T.n !. q. y-,0
.iafrp*, (d.t.h rr.n r@r
n.!-) raalu d.t oh.
l.y.Mn Art r K.q. dl.m

73?1 75 1 
'61A5? 

150 L63 255 om r 705 000 0@ 63 2 051 0oo 0m 35 2 213000 0@

2 O' 05. PROORAM HUBJNGAN
hrouslF[ t ! 890 739 200 2 118 300 0@ 2 542 000 000 2 /lt6@ 0@

i,Lnngbr.yr FohOa.. F6a'!hr
P.ME!. 9.6.llrh-
rubu.gs ndulrn.l F.q
.dd. d.r{.. F4.rre 90i 9015 902 90 25 513 SO 0@

21 46 1521231@ I 523 300 000 35 86 2 230 250 000

P.{hE!. P.tur.ha y.ng
m.$.oLn l.r. Llob kryt.
y.lg l.y.I {PPIPXO U6
Bp.n( sttulad St l. Lrp.h
.i.n r<r.ft.r F-ri. aPJs

5t !t 551 5515 552

I 32 - URUSA,,I PEMEFINIAII N
ADANO IRANSll/lGEASI 82 5@ 000 200 000000 206 @0 000 2r0 000 olto 222 00 @O

3 32 03. PROGN M PEMAAITGUMN
X \A/ASAI.J IP NSMGRASI

62 500 0@ 200 000 0oo 206 0@ 0oo 2r0 000 0@

r,bohot rny. rrhdtD3r- rxlrnrgan l.6rf..le tam'!.- y.n! 9 10 32 5m 0@ 1t 12 t3 ?r00@0@ 222 @O 000

1OIAI XESELIJRUXAI] t 322t9450m m
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TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPX DAN SASARAN
RPJiID YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUIPUT INDIKATOR
PROGRA / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KE]ERANGAN

(0tt (02) p3) (04) (0s) (06) (07) (08)

2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja

- Menurunnya perEa ngguran
lerbuka

ME I IIIIGKATIIYA
XE SE MPATA'.I KERJA DA.]
FROOUKTIVITAS TEIJAGA
XERJA

IirEkal Produklnnta s Tenag6
lcrJa (Juta Rupahfi cna0a
lcria)

MENII'IGIGTNYA
PEMYERAFA'.I TENACTA

KER.]A

Rrsenlas€ Tngkat PartBpasr
A€katan Kerp (TPA() (%)

MenrrEkalnya akunlab rlas
kne4a Perangkal Daerah

Mlai Aluntablitas Kne4a
frangkat Daerah (tlrlar)

2 07 0l - PROGRATTI

PENUU',A,IG URUSAfl
PEMERINTA}TA{ DIERAI-I
KABUPATE IVKOTA

Jur ah Dokurnen
Brencanaan, BnganggBran
Evaluasr Kincrra PerarEkat
Oacrah fang Ddelapkan

JurDlah B€nta ,cara lhsrl
Forum ftEngkat Oaerah
Berdasarkan Bdan g LJrusan

farE DEnpu dalam RarEka
ftnyusunan Ookumen
furencanaan Perahgkal
Daerah (8enta A.ara)

2.07 01 2 0'l - Perenclnaan,
PerEanggaran, dan Evaluasr
Kneria furangkat Daerah

Jur ah h(urnen Hasrl
fuoyelengga ra an Walrdata
turtdukum Slatstik Sekto{al
Daerah (Dol(Urnen)

2 07 0l 2 01 - Perencanaan,
PengEnggEran, dan Evaluag
Kme4a furangkal Daerah

Jumlah OokunEn
ftrerrcanaan PerarEkal
Daerah (Dokumen)

2 07 01 2 01 - Pererrcanaah.
Pengang gBran, dan Evaluas
Knena furanolat Dacrah

Jumlah Lapo.an CapaEn
Krnerra dan lkhtlsar Reahsasr
Kjneria SXPD dan Laporan
lhsll Koordrnasr Penyusunan
Lapo(an CapaEn Khena dan
lkhlisar RealEasr KrE4a
SI(PO (Lamran)

207 01 201- Perencanaan.
Pengang garan, dan Evaluasr
KDe4a ftrangkal Daerah

Jun ah Laporah Evaluasr
KirEqa Pcrangkat Dacrah
(LaDoranl

2 07 0l 2 0l - Perencinaan.
PenganggE.an, dan Evaluasr
KrEna furanokat Daerah

Jun{ah DokunEn
furencanaan PerarEhat
Daerah (Dokumen)

2.07 0r 2 0r.0m1 -

Penyusunan Dokumen
Perercanaan Perangkat
Oa€rah
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NSPX OAN gASARAN
RPJI'D YANG IIELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRA]T / KEGIATAN /

SUgKEGIATAN XETERANGAN

(o1) (02t (o3) (o1) (os) (6) (o7) (08t

Jun{ah L€por.n Capaan
Xih€r,a d5n lkhlsa r Realrsasi
Xrn€r,a SKm dan L.poran
Hacl Xoordrnasr Ponyusunan
Lapoian Capash Kmcqa dan
lkhnsar R.ell3au Krl.rla

2 07 Ol 2 0l 0m6 - Koordmae
dsn bnyusunan Laporan
Capa6n l(n€r,a d.n lkhtisar
Rcalsae Kne4a SXm

Jumlah Lrpo..n Evaluasr
Kncrla Perangkal Da€rah

2 07 01 2 0l 0007 - Evaluasi
Klnel|a hrenokal Dacrah

Jumlah DokunEn Hasil
tunyol.ng0arson Wahdala
hndukung St.t6nk S.ktoral
Dacrah (Dokurncn)

2 0701 2.01 oooa -

P.nyc l€nggaraan Waldsla
Pendukung Statistl Sckloral
Da€rah

Jumleh B6ni. rca.a Hasil
Forurn Rranokat Dacrah
Berdasarlan Adang Lrrusan
yarE DBmpu dalam Rangta
tunyusunan DoiunEn
tur.ncanaan Perangtal
Da€rah (B6nla A.ara)

2 070r 2 0t oolo,
Pelaksanaan Forum turdnghal
Dadah BerdasaAan Bdang
Urusan yang Dlampu dalam
Rangra tuny$unan Oolurn n
Per€ncanaan Perangkat
Da.rah

Jumlah Orang yang MenentrE
Gatr dan TunJanqan ASll

Jun$h Orano y.ng lrcicnma
G.|l dan TuqahoEn A'sN
(Orarlotubn)

2 07 Ol 2 02 - Adr n|slrasl
Keoangan Rranglal Da.r.h

JurYbh Oiang f.ng ir.rEnma
C.I dan Tun angan ASal

2070r202000r,
PanyedEan Gair .lan

Jumlah Lapo{an Xc'rarEan
turdngter Da.rah

JurYrlah Laporan Kcuanoan
,khr Tahun SKFD d€n
Lapo.an Hasil Koodlnae
fuhyuiurlan Laporan
r\cuangan AOir Tahun g(PD

2 07 ol 2 02 - Adr nlstrasr
Kc{.Bngan tur.ngt l Daaah

JurYlah Lapo.an Kcuart€n
Arlanarv Trlrfuhnan,/
S.m.il.ran SKfD d5n
Lapoian Kooadnasr
funyuruMn Laporan
Kcuan0lan
BulanarYTrMulEnadSerEateri

2 07 Ol 2 02 - AdmhBtras
Kcuangan Erangka! Dacrah

Jurrah Laporan Kcuang€n
ekhrr Tahun SKPD dan
Lapo.an Hasrl Koodmasr
funyusunan Laporan
r\.uangan Ath'r Tahun SXPD

2 07 0l 2 02 0005-Koordmasl
dan EnWsunan Lapo.an
Keuanqan Alhrr Tahun SKPO

Junlh LEporan Kcsang€n
Brl.narv Tnwulanan/
Somcatcren SKFO d6n
Lapo{an Xooadrm3r
funyu3unah Laporan

&i enar/TrMulanadS.nEr.fi
n SKm {LaDoran)

2 07 Ol 2 02 om7 - Xoordinall
dan funywunan Laporan
Keuangan Butanarl/
Tnwulanan/ SerEslcran SKPC
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NSPK OAN SAgARAN
RPJ]IIO YANG RELEVAN TUJUAN SAsANAN OUTCOME OUTPUT INDIXATOR PROGRAII / KEGIATAN /

AUgKEGIA?AN XETERANGAN

(o1) (02) (o3) t01) (05) (oa) to7) (oE)

Junrah Laporan Laporan
KepegawaEn P€rangkal
Da.rah Yang Dsusln

Jumlah Orang yang Mcnoikuli
&mblng6n Tcxmc
Irnpr.nEniae P.raluran
turund. rio-Lrnda noan (Orano)

2 07 01 2 05 - AdmhBlrasr
K.p€qawaEn Farangtal
Oacrah

Juniah tuk€l PaLtr OrMs
b.s.rra AInbd x.LngLpan

2 07 01 2 OS ' AdrYrnBlrae
Kcp.gauiaEn turangkal
Dacrah

J!fi ah Pakel Pak66n Onas
bGscna Alribur Xcl6ngkapan
(Pak!D

2 07 0, 2 05 0002 - hnsddaar
Pakaian Dn€3 bcsrrta Alnbul

JurYlah O.an€ Fng lvbn€rkdr
Bmbi^g8n Tekn6
lrl9LrYEnlas Peraluran
furundano-undanoan (Orano)

2 07 01 2 OS OOI I - Slmhno.n
Tchi! lmpbtraniasr Pcraturen
F.rundarE-t ndarEEn

Rnalausahaan P.rl€ntoran
Jumlah DokunEn Bahan
Bacaan dan Peralureh
turund6 n9. LJndan06n yang
Dscdla}3n (Dotumcn)

2 07 01 2 06 - AdrnnEtrasr
Umum Pcrangkat Cracrah

ftoa tausahasn rr3lp Dnams
rr.da SKFD (OoturEh)

2 07 01 2 m, Adnxnrslrasr
Umum Pcrangka! Oa.rah

Jumlah Laporan Fasi[asr
|..!nlum6n lamu (Laporan)

2 07 Ol 2 06 - AdrYxnElrasr
Umum Pcramkat Oa.rah

tunyebng6anah Rapal
l(oordnai dan Konsuhae
Sfim (LaDor.n)

20701 2 m - A.lrnnElrasr
Umum Pcrangkal Dacrah

Juntah hkel Bahan Logrslfi
l(anlor yane Dl9€d€l6n

2 07 0l 2 08 - ldmmlslrasr
Umum Feranglai Dacrah

Jumlah hk6l Barang C.lal,an
dan PengEEndaan yarE

20701 2 m.Administrasr
Umum P€rarEkal Da€rah

Jun ah hld KorYlrooen
lnsralas Llstr .,PcnG.anga n
Samunan Kanlor yang
Es€dlakan (turd)

2 07 01 2 06 - tdmnElrasr
Umum P.ranglat Oacrah

Jumlah hkel Komponcn
ln3ralasi LrstnUPoncraman
Bangunan Kantor yang

2070'r206omr-
PenyldBan Komponcn
lnslala3a

Lrslr dP.ErerEan Bangunan

Jumlah hkel gahan Logl{A
Kanto. yang Drs.dkfian

2070r2060004-
P.nycdEan Sahan Logrlil

Jumlah tukd AararE Colakan
dan PerE0Bndaan y.ng

2070r2m0005-
PenyedEan Barang Cclakan

Julnlah Dokum.n Bahan
Ba.aan dan Pdaruran
hrunda ng- unda rEan yang
DsedEhan (Doturncn)

20701 2 06 0006 -
P.nFd€an Bahan Bacaah dar

Plrundano{ ndanoan
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NSPX DAN SASARAN
RPJ O YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INOIKATOR PROGRAII 
' 

KEGIATAN /
SUBKEGIATAN KETERANGAN

(o1) (o2) (03) (o1) (os) (06) (0f) (oE)

Jun ah Laporan Fasila3r
Kuntum6n Tamu (Lapoaan)

2 07 0t 2 m Om8 ' Fas|lrlat
KuouhgEn Tafixr

tnydcnq06ra an Rapat
Xoordrnag den Konsuhasr
SKm (LaDor.n)

2070r 2 06 0000 -
Fcnye bnggaraan Rapal
Kootdnasr dan KDnsuhasr
SKFD

Jumhh Cbkumen
tunatausahaan rvep olnalYlls
mda SKfD (DokunEn)

2 07 0r 2 06 00ro,
P.natausahaan Ar$p OnamE
Dada sl(FD

JurY ah Barang M[rk Da€rah
pada Perangkal Da.6h yang
dlsadskan

Junlah tuk.l M€bcl rang
Dscdlal(an (thn)

2.07 0l 2 07 - P.ng6daan
Berang M k Dacrah
Paoun,ano Urusan PcfiErmlah
Dadah

Jumlah l.rnn Rralalan dan
Mas|n Lannya yarE
Dsedlaran (Ltin)

2.07 Ot 2 07 " PerE6d.an
Barang M Deerah
Panunrang Urusan FeriEinteh
Dacrah

Jun*ah t n( Sarana clan
Flasrana Gaduog lGnlor Eta!
Bangunan Lalnnya yang
Ds€dr€kah (Unrl)

2.07 Ol 2 07 - P.ng6daan
garang M ik Dacrah
Panunlang l.rru3an PerErihlah
Oaerah

Jumlah thd Sarana dan
Basarana hnduiung Gcdung
lGntor atau Bangunan Lahnye
vano DEadElan (Unrl)

2.O7 01.2O7 . ?.tu3rjean
Barang M fi Dicruh
Penun,ano Unrsah PdrEnhtah
Oacrah

Jumlah hkel ir€b€l yang
Ds€dEkan (t,nrl)

2 07 01 2 07 0005 - tungEdaar

JumLah thn hralatan dan
lvb$n La'nh).a yang

2 07 0l 2 07 0006 - tungadaar
Peralalan dan Mesn Larnnya

Jurnlah thn Sarana dan
fasarana Gcdung Kanlor ata{r
Bangunan Lainnya yang
Dscdraken (thrr)

2 07 0l 2 07 O0l0 - hngadaar
Sarana dan Ptasarane Gedun!
Kanlor alau Bangunan Larnnya

Jumliah thn Sarana dan
f asar.na tundukung G€dung
Xanlo. ateu Sangunan Lannya
vam oBcd6kan (unn)

2 07 0i 2 07 O0l t - hngadaar
Sa.ana dian Plasarana
Mukung Gcdung Kanlo.
atau Eamunan Lann\ra

Jumlah Laporan PenycdBan
Jasa fu layanan hrkanloran
ydng dbusun

JurYiah Laporan PenycdBan
Jasa Komunrkasr Sumb€t
Daya Ardan Lrslrik yarE
Dse<llalan (LaDo{an)

2 07 01 2 Oa - Penyed6an
Jae Penunlang Urusan
Pernerintahan Oaerah

Junlah Laporan P.nFdEan
Jesa Balranan Urrum Xanlor
vano Drscd€l€n (Laooran)

2 07 01 2 OS ' P.ny.dEan
Jasa Penuqang Lkusan
Pemermtahan Daerah

Jumlah Laporan Penyedlaan
Jasa Sural Menyural (Laporan

2 07 01 2 08 - Penyed6an
Jasa Penuryang Urusan
PenEnhtahgn Oaerah

Jumlah Laporan PenycdBan
Jasa Surat l\r.nyural (Lapo.an

2.O7 01 2 0a 000r -
FenycdEan Jasa Sural
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NSPX OAN gASARAN
YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOM€ OUTPUT INOIXATOR

Jurlah G.durq lqnlo. dah
BerEunan Larnr. yang
DpeltErlD..haDinasr (unrt)

PiOGRAT / XEGIATAT /
3UBXEGIATAI

2070r2090m9-
PlnEl haarvRehaba(er
G.dung l(anrs ddl Aan$lrlan

KETERANGAN

Jurrlah Sar . deh Pras.rana
Gcdur[ l(ailo. etau Bar{unan

DDellharrDl."hauha.t (l.,rrl)

2 0701 2 09 0010 -

Pcmel fi araarvFlehebanast
Sarana dah Ra$.rana Gcd!,n(
Kanlor at u Sarn'lan tannvr

Jumlah Sarana dan Prasaran,
khdutung G€ctung Xantor
atau Baneunan Lamnya yarE
DpeIh€rrDretlabrnae (Unrt)

20ror 2 m0011
PetrElharaa{VFlehabd nae
Sarana dan Rasa.ana
Pendukung Gedung Ka ot
alau Banounan Larfiv.

ttLnrngkahya kcararan yarE
d .ksanar€n ya.€ men€Ecu
ke Errana lcnaga lerp

R.!.nta.. t.tglatan yang
mcng€au ka .locana lanega

2 07 02 - PROGRAIT,
PE RE NCAI.IAI.I TEIIAGA
KER,A

Ju.rirh dokunEn FbrEsn€
leiagE xcqa

Juftrlah Dd(unEn R.fiarB
Tcnaga Xcr|a t'brro

? 07 02 2 01 ' FcnyuglrBn
Rert(ana Tcnag6 K.r,a {RIx)

JurYiah SOM F.ru.a,taan yarE
marhpu nEnyrEun RIX i/lko
lorano)

? Ol 02 2 O1 ' F.nyu$rEn
Rdr.na TdlagE X.r,a (RIK)

Judah Od(unEn Rertana
TcnagE Kcr,a iralro

201 02201o@1 .
PcnW rns! Rcrran. TcnagB
Kcia Malso

Juntah SOM F!rusahaan yar!
marpu nEnyusun RTK iAko
(ofam)

2 07 02 2 0l Om3 - FaCnan
PenyusurEn Rarrana TcnagE

i,lertlngl€tn,a i.rlaoE l(Gta
yeho rrErfila( :cnd a5r

turs.rtai. Te.lagE xerF
Be,senr'krl l(o.npeierts l%)

2 07 03 , PROGRAM
PELAIIHA'I KERADAI
PRODUXTIVITAS IETIA&A
KERJA

hrscnlasa pcncrr kerF
terdattar f.rD rErdapatlan
p.{elihan

JurYlah turigadaan dan
turnclfla aan Sarana
fulanheh X.r6 rtinn)

2 07 03 2 01 . Fdals.naan
Pelaihan berdasa*rt Unn

Ju.Yrah lcnaqa tdla yang
mcndap6l pctalfian bcrbasls
korrlpalensr pada lalx,l n
lOranor

2 07 03 2 01 - F.lalsan an
Peletihan berdasa.tah Unn

Juntah Tena{E Kcrta yang
i/bndapal R{ataaa Ecrbaes
l<ompcbne pada Tahun n

2 01 03 2 01 - PElaksa.Ban
Palalrhan barctaga.tan Urtrl

JurY*ah TcrEOa K.rp yang
ircrdepel Ralalrra,r Acrbaat3
l(o.npclc sl pada lalrrn n
(Orang1

207 03201 Oml .Ran
Pebksaoaan hdta^ da
fualhan KcicrarYplhn bao'
Plrlcan X!!a b€rdasdiah
Klaster XorrDctcne

Juniah frEdaan dan
tunEltlaraan S.ra a
Rlal*rah Xer'a lUnrl)

2 07 03 2 01 O@3 - hnqadaa,
Sarana roalhan Kcrp
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NSPX DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROCRAM / KEGIATAN /

AUBXECIATAN XETERANGAN

(o1) (02) (03) (o1) (os) (06) (or) (o8)

Juniah tcnagE kcrF r.rB
n'.ndapat pehtrhan b.rbasrs
*ompcLne p€da bhun n
(oran9)

2 07 03 2 Ol Om4 - Roses
tueksanean ftrdd'kan dan
Pelathan Vota3r bagl hrrcafl
K.qa b€dasarlan Unn

J'rmlah Lcmb.ga rubthan
Kelta rang lerakcdnasr

Jumlah Lembaga Pclatfian
K.rF Srasta yang ODna

2 07 03 2 02 - P.mbnaan
LembsgE F.l€than Kcrra

Jumhh L.riba96 Fchl'han
l(lqa Srasla yang Ot na

2 07 03 2 02 Oml - ftrYtlneer
Lembag6 Felalrhan Xe0a

tursentase LPx yang n'€mrlrkr Jumlah Surnbcr Oaya
fu ozinan L€mbaoa Pelatrhan
K.r6 Secar. T.nnrdrasr

2.07 03 2.O3 - Ponzrnah dan
Pcndaftaran Lclnbeo6

Jurtlah Sumb.r O.ya
ft nznan Lcmba06 Pd,athan
lQrJa Sccara T.rmlcarasr

207032030@l-
PlnFdlaan Sunb.r Dara
P.nznan L.ntbagE Pllathan
Xeria Sccara T.nnl.orae

tuIsenlasc p.rusahasn kecll
yang hendapalkan konsulan3r
pcnnolatan p.oduhvnas

Jumlah furrl3ahaan Kecil yarE
Ivlcndapal KorBultansi
tuflnglrlan Ro.,utlMlas

2 07 O3.2 04 - Komuiansr
Produklrutas pada Pdus3haan
Kccil

Junlah frusahaan K.al yang
i/trndapal Komulansl
tunrngkaran RodukrMtas

2 07 03 2 04 0001 -
tuaklanaan Konsunasr
Produhrvtac k.pada

tuEenlas. p€numbuhan
D.oduhrvnas l.rlasa leria dr

Jur ah C,otunten H.3rl
tunoukuran Produklrvras dan
Dara Sarng Tenaga Xer|a dr
Tinohet Oacrah (Dokurnch )

2 07 03 2 05 - Pensukuran
Produktrwas Thgkar Oaerah

Jun ah Dolun'.n Hasl
tunoukuran Produltr vtas dan
Daya Sarng I.naga lcrta dr
Trnol.at Da€rah (DoturYEn )

2 07 03 2 05 0001 .
Pengukuran Ko.np.lensr dan
ftoduktvdas T.na96 Ke{a

Mcn' ngkalnya ,uft{ah p.rrcan
kcta lcrd.nar yang

tur! niasc Terl3ga le4a yang
dt.npalkan (dalam dan luar
rEgcrD nElalur rYrcl€hlsrnc
layanan ,nlar X.Ia dalam
wlaYah kabuDatcn (%)

2 07 04 . PROGRAM
PENE MPATAII IET]AGA
XERJA

Jurr ah Parican Ke4a Terdafiar
yar€ lvlendapaik an Easllrtasl
h.€mpatan T.nag6 Kcr,a

Jumlah ftncan Ker|a yarE
M.ndapatkan P.nyuluhan dan
Elht*,En J.balan tOram)

2 07 (X.2 0.l - fu.yanan anlat
K.rJa di Oac6h

Jur ah SDM Pelayanan 6nlEr
Kcla rarE i/b ndapatta n
ftlanhan Melalur &mret dan
lain.lan unluk tufl nqkalan
lbmoelensr lorahol

2 07 04 2 0l - Pelayanan anlar

Jur ah TanagB K.rra
Olsabilrlas yan g lvlendapalkan
Fasllas La6Mn ULD

2 07 O{ 2 0l - F"leyan n antar
K.rra d Da.rah

Juntl5h Tena96 X.rla yang
Obcdayakan M.l.lur p.ogr€m
roruasan Kescmpalan Kcrja
lOram)

2 07 04 2 Ol - F.layanan anlar
K.rra d Daerah
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NgPK DAN SASARAN
RPJTIO YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN ouTcoltE OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN I

SUBKEGIATAN XETERANGAN

(o1) (02) (03) (o1) (o5) (Mt (o7) (06)

Jumlah Tenaga Keria yang
Dnempatkan Melalui Layanan
AKAD dan A(L (Orano)

2 07 (X 2 0l - Pelayanan anlar
Kerla dr Dae6h

Jumlah SDM Pelayanan anlar
)G4a yang M€ndapatkan
Felatrhan lvlelalur Bmlek dan
lain,larn unruk tufl ngkatan
Xomoel.nsi loraml

2 07 04.2 01 0001 -

Pen'€d€an Sumber Daya
Pelayanan antar Keria

Jumlah Tenaga Ke4a yano
Drlempalkan Melalur Layanan
AGD dan A(L (Gano)

2 07 04 2 Ol 0002 - Blayanan
antar Kerja

Jumlah funcan Keria yang
M€ndapatkan Penyulu han dan
Bmbimrn Jabalah lOraM)

2070{.2010003.
PenyLrluhal] dan Bmbrnqan
Jabrtan traorf n.en KPfla

Jumhh Tenaga Kerta
Dsabilrtas yang MerdaFtkan
Fasililas Layanan ULD
(Orano)

2 07 04 2.Ol OOO4 -

Pen)€ lcng€araan L,n[ Layanar
DBabihlas Kelehagake4aan

Jumlah lenaga Kerla yang
Dbedayekan irelalur proeram
hrluasah Kcaampatan Ke4a
(Oram)

2 07 04 2 01 0005 - Feduasan
Xcscmpatan Kela

turEenla3€ LPTXS yano Jumlah LPrKS yang Olakukan

fu ngendaha n Sesuar der€an
Auran yang Berlaku
(Lembaoa)

2 07 04 2 02 - Pcnerbi6n lzin
Left bagd Penempalan Tenaga
Ker,a swasta (LPrKS) dalam t
(Salu) Daerah KabupalerJ Kola

Jumlah BrErnan LPTKS yang
Tenntegrae (Lembaga)

2 07 04 2 02 - Pcnerbrian lzln
Lembaga Penempatan Tenaga
Ke0a swasra (LF,TKS) dalam 1

(Selu) Da€rah Kabupalerv Kota
Jumlah ftrizinan LPTKS yang
Tenntegras (Lembaga)

2 07.04 2 02.0001 -
PenycdBan Sumber Daya
Perizinan LPrKS Se€era
Terinleqrasr

Jumlah LPTKS yang D akukan

hngendalian Sesuar d€ngan
Auran yang Berlaku

207 04 2020m2

Pengendallan LPfKS

Jumlah Pencafi Kem Terdaffar
yang Mendapatkan Pckerlaan

Jumlah Rncan dah Pehben
Kerla yang Ferdaltar dalam
Fasar K€rla Melalur Srslem
Onlrne (Kanr Hub) (Orano)

2 O7.O4.2 03 - Pehgelolaan
lntomasi Pasar Keria

Jumlah ftn€an K.ria yang
McMapatkan Pekcrtaan
Mehlur Job Farr/&rsa Xeta
(Orano)

2.07 04 2 03 - Peng€lolaan
lnfoma$ Fasar Kerla

Jumlah Rncan dan Pemben
Kerja yang Tordattar dalam
hsar l(erja Melalu Sislem
Online {lGn, Hub) (&ano)

2 07 04 2 03 O0O2 - ftlayanan
dan RnyedEan lnto{rnasr
Pasar Kcrja Onlin€
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NSPK OAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAITI , XEGIATAN /
SUBKEGIATAN KETERANGAN

(or) (o2t (o3) tu) (os) (6) to7) pa)

Jurnlah turrcan X.qa fang
ir.ndapatkan P.klr,aan
irclalur Job Farr/alr sa K.ia

207042$om3-Job
Farr/Bursa Kcrla

Jun ah Ftvll (pra dan p{rna
Penempatan) yarE drlasrltasr

Jumlah CPn UFMI yang
Ollnduno dan Dnmglalkan
Kompelcne nya (Orang )

2 07 04 2 04 - Pelrndungan PM
(Pra dan Arrna PerEmpalan)
dr Daerah lQbupalervxota

2 07 04 2 04 - Pelrndungan PM
(Pra dan Purna PerEmpatan)
dr Daerah f€bupalcrvKota

Jumteh cPMl/Firl rang
Dlmduno dan Dtungtalkan
Kompel.ninya (Orano)

2 07 04 2.O4 0m1 -
FenrElatan Pehndun0an dan
Xompdene Cabn PElcto
Mrgran lndone$a (PMlYtk rr.
Mroran lndrnc$a (Plrl)

JurY .h Ft l Rrrna yang
Db..darakan (Orang)

207042(xOm3.
ffirdayaen Felerta M€ran
lndoncaa Rrrna ParEmDatan

ir.nl ngtrlnye k bcrha$bn

d6.r.n9l€tkan

fur3€nlos. lrngkat
kabcrlra3d6n lran3mqran yang
dD.ramlatlan (%l

3 32 03 - PROGRAT
PEMBA{GUMN KAWASAII
TR'NSMIGRASI

Jurnlah transnu gran yang
dbcrangkatlao

Jumlah Csbn Lol€sr
foncnpalan Transnrgran
yang OEksanakan fo n aFkan

3 32 03 2 01 , Peheben
Fcrscbaran hnduduk yang
Bcrasal dan I (Salu) Dacrah

Ir{ah Calon Tramrn0ran
yang Mcndapsilan
hnyuluhan (Xcpal6 Kcluarga)

3 32 03 2 01 , Fbnataan
Persebarrn fu nduduk yanq
Berasal dan I (Satu) Daerah
KabuDatedKota

Jur ah Lapo.an Hasrl
Koordnae dan Slnloofl sasr
K.0a Sama Fambangunan
TransmErarr yang Ebrasal dar
! (Salu)Dacrah
XebuMl.rvKola alamran l

3 32 03 2 Ol - Penataan
Perc€baran fundlduk yang
Bcrasal dan I (Salu) Daerah
Kabupalenfiola

Jumlah Lo*6rt Transm{rasi
yang Dlaksanakan Monlonng
dan Evalrrasr (Lotas)

3 32 03 2 Ol - Penalaan
Prrscbaran fuoduduk yang
Berasal den I (Saru) Daerah
KabupalervKola

Jufilah Trdnsrngran yang
Op{Mahlan c,an Oncmpallan
(X.pala Keluarga)

3 32 03 2 01 - Pcnalaan
Pcrsebaran fu ndudul yang
8.r.sal (hn I (Satu) De.rah
KabuDalerrxole

JurYrLh Lapo.an Hesd
l(ooadrna$ cl|n Snkro.rsag
l(.rta Sama turbangunan
Tren srYxgra3r yang Earasal clari
r (S.tu) Daerah
lGbuo6tarvKola (Laooran )

3 32 03 2 0l 00Ol - Koordmae
c,an slnl,onisasr Kcla Sama
Mangunan Transrn€rasr
yang Berasl dan I (salu)
Oarah Kab,Jpate dl<ota
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NSPK OAN SASARAN
RPJ]IID YA'{G REL€VAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INOIXATOR

Judah Transm€ran yarE
otpM€hkan (hn Dilcmpalkan
(Kep.la Keluarga)

PROGRAM / KEGIATAN T

SUBKEGIATAN

3320320r0m1-
Fernnclahan alan funcmpatan
Transrn€ran yano Scra!5| dai
'l (Satu) Da.rah
XabupatcrrKola

KETERANGAN

Jumlah Cabn Transmrgran
yano M.ndapalkan
fu nvuluhan lKeoala Kcluaroa)

332032010005-
Penyuluhan Transmqrasr

Jumbh Calon Lokasr
fuil.mpalirn Transmqran
yang Dilaksanakan fu qarakan
(Lolosr )

3 32 03 2 0'l 00Og - tunlatakan
Ke Calon Lokasi Fenempalen
Tlahsmig6n

Jumlah Lolasr Tran3mErasr
yang D aksanakan ironnonng
dan Evrluaq ILok el

3 32 03 2 0l 0020 - ironnonng
dan Evaluasr kG Lokasr

MENINGKATNYA
HUBUTIGA{ INDUSTRI'I.
YAI{G MRtvlOtllS

ftr3cntBsa paBcllshan
hubungan lndwlrlal fang
dl! I?3akan d uar p€madian
(%)

lvlc nglahya pcn.ngEmn
persellEhan Hl

fursantase pcEelsihan
hubung6n rndustrEl yarE
sabsa dcngBn parranjran
bersarna (Pg)(%)

2 o7 05 - PROCRAM
HLJtsUITGA'.I ITIDUSTRIAI

fu ,senlasa angka scngketa
peruSahaan pertahun

Juniah LKS Tnpanrl ya.E
Obina (Lcmb6g6)

2 07 05 2 02 - P.ncegahan dar
Pcn)?leseran fuIsellshan
Huburuan lnduslnal. llbgok
Xeala den fonulupan
Fetusahaan dr Dacrah
Kabuoatetu Kota

Jun{ah furkara ft rsclghan
Fng Tersebsa*an (P.rkara)

2 07 05 2 02 - Pcncegahan dar
Pen!€lesaran ft lBelislhan
HubungEn lnduslrial. Mogol
Keria dan ftndupan
P.rusahaar' diOaereh
K6bupaletu'l(ola

Jumlah Rrscllslhan yang
Drcegah (Perkara)

2 07.05.2 02 - Pencegahan dar
Penyclesaian fu tsellsihan
Hubungah lndustrial, Mogok
KerF dan fumrlupan
Perusahaan d Da€rah

Jumlah fursellslhan fang
Dcegah (P.rkara)

207052020001-
Fencegahan Persehghan
Hubungan lnduslnal. i cgok
XerJa, dan ftnulupan
Ferusahaan yang
BcrahbavBerdampak pada
KepchtlrE6n da I (Salu) Daeral
KabupalarrKola
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN ruJUAN SASARAN OUTCOi'E OUTPUT INDIKATOR PROGRAI' / KEGIAYA'{ 

'SUBXEGIATAN KETERANGAN

(@) (01t (o5)

Jumlah Erhara roBeisthan
yang I.rs.l€sartan (F.rtara)

207052020@2-
PantElesa'.h fu B.lis'han
Hubungan lMusrnal. l$ooot
Xcla, dan Enulupan

ScrahbavBcrdanpak pad6
K.Fnlrngan d t (35ru) D.crar

Jumlah LKS Tnparrrr yang
Oib'na (Lcmbaga)

2 07 06 2 02 0004.
P.l6ls6naan Op.rs3ronal
Lcmb60a K.ta Srria Tnpanr
Oa.r.h Kabuo Ervl(ot.

Menrnglahy. lata icloia dan
p.rlndu^gah tct naealerpan

C6kupan Kcp.scrlaan 2 07 05 . PROGRAM
TITJBUI.IGAI.I IIIOUSTRIAl

Er..nla.. Pcrusahaan yar'g
fiErcrapran rai. kclol., kqa
y.nglay.i (PlrPK8. LXS
&parl . St.uklur Skala Lrpah.
cl.. l.rdanar p.s.rta BPJS
x.ran-ak.naen) (9{,1

2 07 05 . PFIOGRAM
HUAUTIGA}I ITDUSTRIA

JLrmlsh p.rusaha3n yang
rcmrlrk LKS Brpann akr,

Jumrrh hrwahaan yang
Mclaksanakan hng€sahan
f+ralur.n Ferusahaan yarlg
T.ft arl d€ngan lirbungan
lnduchal d6n T.rdanar dr
! /LKP OnrrE (Pcru.ahaan)

2 07 05 2 01 - Penqpsahan
P.raturan Pcrushaan dan
Fondrltalan turianjlrn l(6r,.
Bcr3ams unlul Peru!.haan
yane rbnya Bcroperatr dalam

Jurnlah h.Bahaan yang
M.laksanakan rongE.ah3n
Rraluran turusahaan yarE
T.fia .l.ng.n rtubungin
hduitnal dan T.rdaiar dr
\/\[kP()h[m IP..ueh.an]

2070520roool-
P.ng€sahan Peraluran
P.rusahaan bagr hrusahaan

Jumlah pcrusahaan yang
m.mPunyai sarana hubungan
lnduslnal (mrnrnal 3 sarans)

Jumlah Oara dan lntormasr
Sarana Hl (PBPI(B, Srrukrur
Stala Upah. dan LKS Blp5rtir)
dan Pelcr,a yang Terdatlar
36b69a fu3cna Jarnsorek
*na P.nguPaha^ (Lapo.an)

2 07 05 2 Ol - Pcng€sahan
Pcraluran Pcrusahaan .[un
P.nd.fia.an Brjaniran f\e4a
B.rtama unlul Pcrusahaan
yarD fl.nya B.ro9.ra3 drhm
1 (Salu) Da€rah

Jumlah Dara dan lntornEsr
Sarana Hl (PgPt(B. Sruilur
Skala Upah. dah LKS Bapann)
.ran Pckcla yang T.rderia,
s€bagar hs.na Jams6rek
s.le P.muMhan ll rMrrh\

2070520rom3
PcnF Lrlggaraan Eidsl6a^
.t n lnro.man Sarana
HubungEn lrldustnal c[.n
Jam'nan Sorlal rcnaga r\.,J6

pers nras. PBPKB
rorusahoan yahg memuar

Juhlah hru3.ha6n yang
M6nylsun Pcrlanlan K.qa
B€r!am (turulahaan)

2 07 05 2 01 . Pcngcaahan
Peraluran Pcrusahaan dan
P.ndattaran turl.qran Xerlg
S.r3ama untik Pcrus5haan
yang B.nya B.rop.rar .lalam
I (Saiu) Oa.rah

Juriah turu36haan yano
M.nyusun P.rFnt6n Xc4a
B.r3aro lhtushan)

207V52010@2-
ftr'd€naran ftrlanl'an K.r,a
Sem be' P.iuel€en
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OUIPUT INDIKATORSASARAN OUTCOME
SUBKEGIATAN

I KEGIATAN /
XEIERANGAI'I

NSPK DAN SASARATI

YANG RELEVAN

Ie aksananya Program

Jaminan $sial Tenaga Kerla

dan Faslitas Kesejahteraan

hkeria (OarE)

2.07 05.2.02 - toncEahan

fonphuian funelisihan

Hubungan lnduslrial, lvlogok

Keqa dan fonutupan

Perusahaan di Daerah

fu Benlase angka sengketa

Frusahaan perlahun

Te aksananya ftogram

Jaminan $snl Tenaga Kerla

dan Fasil as Keselahteraan

tukerta (OarE)

207 05 2 02 0005.

Pengembangan Pelakunaan

Jaminan Sosral Tenaga lcla
dan Fasilas Kesejahleraan
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

T',ROET DAN PAGU INDIKA'IF TAXI,N

2026 2021 202' m2t 20!0I'{DIKAIOR Ot,IEOME /
OUTPI'T

AASEUNE
TAHUN

?XU
TAROET PAOU TAROEI PAOt, TinoEt PAOU TARO€T PAGU TAROET PAOU

PERAT{O(AI
OAERAH

XEIERA qAN

ll.nnglel'yr irllt.tlib. hl*ja Nrl.i *unr.tiltar xrxrl.
Pd..grd O*.h (Nrlar) t5.N 76.r0 7 109 986 00A t62 7 109 9E6 000 76.10 7 r@ 986 000 76.1 7109 986 000 7 109 986 000

207 01201 - P*ffi
F E5!g{.la\, d.n Ev.le., r.e9. 73 000@ 73 800 000 73 800 0oo 73 e00 0@ 73 800 m0

Junln LrDoon Evrri Ximna
Pd.E[.] Da.h (L.po.-) 6 6 6 6 6

lFltr& .La.H.rlFem
PG.lpr.t Os.h &r&..*.n
Bd*E Lro-n yrE O.rprr .,.1.n
Rogi. P.nFrM Dokllm
P.rd.nrn P.dBrc D.dd'

0 1 j
1 1 1

P6y.L60!trr..n lthlrd.ir
FtidukuB S.lrll S.tb.l 0 1 1 1 1

J0ml5 Odo|6 P.6m.E.i
Pd.mr.l D.d.h lDobmn)

5 t8 18 18 la 18

Jod.h Dokulm P.r.lE,a.
P.ngaw.m. Evcu! K'Bja
Pd.ndd Oaah yai! Ollt Dr..

JomlC' l-.pd-.n C.p.irn Xmir
d.6llhtir$ R.C,r.r K,nF $eD
(hn L.!d.n 8.ttl Xddn r
P.nrulllllen Lrpodn C.p.i.n
Xin !i lbn thli., R.C.,|i

n aoo {)0o 73 8@ 000 73 8@ 0@ 7l800 000 73 800 m0

3? 400 000
2 07 01 2 0l 0m1 - P.nrjllh.n
OotunEn P.t.rr.n rn Fl.xEtll 32 400 000 32 400 000 32 400 0l)0 32 400 @0

Ierr$n.y. OotunEn Pol.ft.nnan Juml* Dokumn Porsn€n&n
P.,.Brd O*lah (Ooromn) i 18 3? ,lDo 0o0 l8 t2r@ @ 18 32 a@ 000 18 12 400 000 32 rl0o @0

15 000 000
? 07 01 2 01 006 - raoid'M.' d.n
P.nrlru.n L.Fr.n c:p.,.. Knelz
d.n lkni!, R.rlE.!l Kn ra SI<PO

15@O 000 15 000 000 15 0@ 000 150o0 @0

Jumri L.po.a CrPtr.n Xn i,t
d.n lkhba, R.Cir.$ Xmrt SKPD
d.n L.po..n H.rlt(ddin !i
Ponyudn.n l.p.ran C.paah
rcnq, d.n *hirr R..li.3r
K'iorh SI(PD (laFor.i)

15 Cm 000 15 m0 000 15 0q) 000 15 000 000

Td..di.nF L.F.rn C.F,an Xindt.
r,.n rkht3, Ro.li.n (lmq. sl@o dan
L.po.ai H.!il Kdd'Er PMruuEn
L.Fo..n C.p5an Xmta .hn khlier

15 0@ O0

15 000 000 15 000 0@ 15 000 0002 07 0t 2 01 0007 - Balu!3 XlndF
15 000 000 15@ @0

J0mlC' !apo..n Evaluar KB,t.
Pd..Ek.l Deah (Lap.ran) 6 15 000 000 6 15 000 000 6 15 000 000 6 15 000 000

T.€rr:Enyc E€lu.! XimDa 150@ 000

2 07.01 2 01 0006 - P.nFldBgrr.$
Vrhlid.s Pddukl|lg Sblirl,l S*tx.l 5 0@ 000 5c000@ 5 000 000 5 0@ 000 5 000 0@
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4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

Daftar subkegiatan prioritas disusun sebagai bagran dari upaya

strategis untuk mendukung pencapaian program prioritas pembalgunan

daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, seperti

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Subkegiatan prioritas ini dipilih secara

selelrtif berdasarkan urgensi, relevansi terhadap isu strategis daerah, serta

kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Setiap subkegiatan prioritas diarahkan untuk menghasilkan output yang

konkret dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik,

pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian

indikator kinerja utarna daerah. Melalui pelaksanaan subkegiatan prioritas

ini, diharapkan perangkat daerah dapat lebih fokus dalam mengalokasikan

sumber daya, memperkuat pelaksanaan program-program unggulan, serta

memp€rcepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain Program Prioritas Pembangunan Daerah juga terdapat

Program Unggulan Daerah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari 15 Program

sebagai berikut:

l. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan

saluran

2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi

3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren

6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga

kelurahan

7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata

8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional

9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan

10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender

I 1. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup

12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk

13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM

14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat

serta warga Nganjuk di perantauan

15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan

(RT, RW, BPD/LPM dan kader)
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Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan prioritas yang

dirancang untuk memberikan dampak nyata dan signifikar terhadap

peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dalam

hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mengampu Program Unggulan

yang ke-3 yang berbunyi "Peagentasan kemiskiaaa dan pengangguran.'

Program Unggulan ini meliputi beberapa Program antara lain :

a) Program Perencanaan lgnaga Keda;

b) Program Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

c) Program Penempatan Tenaga Kerja;

d) Program Hubungan Industrial;

e) Program Pembangunan Kawasal Transmigrasi.

Subkegiatan prioritas juga menjadi acuan dalam proses

penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara

berkelanjutan. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung

program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana dalam tabel berikut:
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NO
PR(X}RAM
PRIORITAS OUTCOME T(E'CIATATU /

SUBXEGIATAT I(ETERAITGAIT

2.O7.O4.2.O3 - Pengelolaan
lnformasi Pasar a

2.O7.O4.2.O3.OOO2 -
Pelayanan dan Penyediaan
Informasi Pasar Ke{a
Online
2.O7.O4.2.O3.OOO3 - Job
Fair/ Bursa Ke{a
2.O7.O4.2.O4 - Pelindungan
PMI (Pra dan Purna
Penempatan) di Daerah
Kabu lKota
2.O7.O4.2.O4.OOOI -
Peningkatan Pelindungan
dan Kompetensi Calon
Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/ Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

2.O7.O4.2.O4.OOO3 -
Pemberdayaan Peke{a
Migran Indonesia Purna
Penempatan

t01) to2) los) tM) los)



lto PROGRAT
PRIORITAS

OUTCOME IIBGIATAN /
ST,BXEGIATAI{

(o1) (o2) (0s) (o4) (os)
4 2.O7.O5 _ PROGRAM

HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Me ningkatnya tata
kelola dan
perlindungan
ketenagakerjaan

2.O7.O5.2.O1 -
Pengesahan Peraturan
Pemsahaan dan
Pendaftaran Perj anj iarr
Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam I
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.O7.O5.2.O1.OOOr -
Pengesahan Peraturan
Perusahaan bagi
Perusahaan
2.O7.O5.2.Ot.OOO2 -
Pendaftaran Perj anj ian
Kerja Sama bagi
Perusahaan
2.O7.O5.2.01.0003 -
Penyelenggaraan
Pendataan dan
Informasi Sarana
Hubr.mgan Industrial
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta
Pengupahan
2.O7.O5.2.O2 -
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Keda
dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
penanganan
perselisihan HI

2.O7.O5.2.O2 -
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Ke{a
dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/ Kota
2.O7.O5.2.O2.OOOL -
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan
yang
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
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ro PROGiRA.u
PRIORITAS

OUTCOME XDGIATAJT /
ST,BXEGIATAI{

I(ETERAltGA]T

(o1) (o2) {os) (M) (os)
2.O7.O5.2.O2.OOO2 -
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Ke{a,
dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingaa di I
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.O7.O5.2.O2.OOO4 -
Pelaksanaan
Operasional Irmbaga
Kerja Sama Tripartit
Daerah Kabupa.ten/Kota

Meningkatnya tata
kelola dan
perlindungan
ketenagake{aan

2.O7.O5.2.O2.OO05 -
Pengembangan
Pelaksanaan .Jaminan
Sosial Tenaga Ke{a dan
Fasilitas Kesejahteraan
Pekerja

5 3.32.03 - PROGRAM
PEMBANGUNAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

Meningkatnya
keberhasilan
transmigran yang
diberangkatkan

3.32.O3.2.O1 - Penataan
Persebaran Penduduk
yang Berasal dari 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.32.03.2.01.OOO1 -
Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerja
Sama Pembangunan
Transmigrasi yang
Berasal dari I (Satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
3.32.O3.2.O1.OOO4 -
Pemindahan dan
Penempatan
Transmigran yang
Berasal dari 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
3.32.03.2.O1.OOO5 -
Penyuluhan
Transmigrasi
3.32.O3.2.O1.OOO9 -
Penjajakan Ke Calon
Lokasi Penempatan
Transmigran
3.32.03.2.O1.OO20 -
Monitoring dan Evaluasi
ke l,okasi Transmigrasi
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4.3, TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.2029 MELALUI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET TAHUN
SAIUAN 202t

TAHUNM'

n 2 07 3 32 0 00 0, 0000 - Drnas Tenag6

INDIXATOR KEIERANGAN
2025 2026 ffit1 2028 2029 2030

35 84 35 86 35 88 36 12 24 36 362 Ilngkat Produhrv|las Tenaga f\ela JUIA
Rup€Mfcnagtr
Kefla

3 Persenlase lirEkat Panlslpae ArEkatar
KerE (IPAK)

oh 69,79 70 11 70.59 71 11 41 71 .A2 72 23

100 100 r00 100 100 1004 Persenlase perseilsrhah hubunqan
induslnalyang dEelesa*an d uer
oemad en

100

E
f MM-A@J-gtr,Z@Z@W@-8[,Z@I,-flD Eil
I I
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4.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA

KUNCI (IKK)

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPETEN NGANJUK

TARGET TAHUN
NO

I 2 07 . URU$AN PEMERINTAMN EIOANG
IEMGA XER.]A

INDIKATOR STAIUS SAIUAN
BASELINE

TAHUN 202'l
XETERANGAN

2027 2028 2029 20302025 2026

36 2l2 Tjngtel Produhr$l* Ten.90 Y€rJa J(n. Ruple}VT.n gc
l(ojT

l5 84 35 86 35.88 36 36.12 3616

80 28 80 343 Ee!.nb!. t grabn lr.ng mrE:cu ko
rcrrlna bnaga ldla

80 80 I 00.17 80 25 805

PerloflLlo Peru3ah&n y.ng men€r.pLn
iat koba rsrj. yang lry.l (PPIPXB LKS
&parl . gruklur Skala Up.h. dan io.d3{tar
6s.d: BPJS X.tehsahn:rn)

5.1 55 55 55 05 551 55 15 552 55 25

52 85 E2 07 52 885 PdlanL!€ Teoaga Keqa Barsodifikel
Kompabo!

52 76 52.8 5282 52 83

6 Pers.nEs€ Ts1:ga ko4. y.rE drbflpatkan
(d.lrm den lual neg.n) nDlalu rEkanrsme
l.v.dn Ant Xah. del.h uhv.h

7321 75 71 79 81 8l 85
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BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun

2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-

2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan

daiam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran) program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra

Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran,

program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil

(result orientedl dal berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan

tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seiuruh pemangku

kepentingan (stakeholders) pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana

Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar

dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis

manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan
pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.
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